
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati 
Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten 
Pekalongan Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan 
dan diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa 
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023; 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancarnan yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nornor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6827); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
960); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); 
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(1) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran 
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf a dilakukan berdasarkan formula 
pengalokasian. 

Pasal 5 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 
Nornor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2022 Nomor 124), diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA 
DESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 
2023. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nornor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108); 

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nornor 57 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nornor 59); 

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 65 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun An-jgaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 66); 

15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana 
Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 
Nornor 124); 
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(1) Besaran Dana Desa yang dihitung sebelum tahun 
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 
sebesar Rp257.679.902.000,00 (dua ratus lima 
puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh 
sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) untuk 
272 (dua ratus tujuh puluh dua) Desa. 

Pasal 6 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat 
ayat ( 1) dihitung secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 
a. alokasi dasar; 
b. alokasi afinnasi; 
c. alokasi kinerja; dan 
d. alokasi formula. 

(3) Mekanisme penghitungan berdasar Formula 
pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan 
Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa. 

(4) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran 
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf b dialokasikan sebagai tambahan Dana 
Desa. 

(5) Formula pengalokasian untuk tambahan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 
secara proporsional dan memperhatikan kriteria 
berupa: 
a. kriteria utama; dan 
b. kriteria kinerja 
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( 1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (5) huruf a, terdiri at.as: 
a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun 

anggaran 2023; 
b. Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa 

tahap I tahun anggaran 2023; dan 
c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun 

anggaran 2023. 
(2) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diikutsertakan dalam penghitungan tambahan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (5). 

(3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa 
tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria 
utama sepanjang kriteria pada ayat ( 1) huruf a dan 
huruf b terpenuhi serta tidak terdapat keluarga 
miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka 
kemiskinan Desa yang ditetapkan oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan. 

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (5) huruf b, terdiri at.as kategori: 
a. kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas: 

1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; 
dan 

2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas 
keuanganDesa;dan 

Pasal 7 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Besaran Dana Desa yang dihitung pada tahun 
anggaran berjalan sebagai tarnbahan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
b untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp7.261.384.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam 
puluh satu jut.a tiga ratus delapan puluh empat ribu 
rupiah) untuk 52 (lima puluh dua) Desa. 
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b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ 
lembaga. 

(5) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai 
berilrut: 
a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari 

tahun 2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% 
(sepuluh persen); 

b. kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa 
tahap I tahun anggaran 2023 dengan bobot 
15% (lima belas persen); 

c. kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 
2023 dengan bobot 10% (sepuluh persen); 

d. kinerja penyampaian peraturan kepala Desa 
atau keputusan kepala Desa mengenai 
penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 5% 
(lima persen); dan 

e. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes 
semester kedua terhar'ap anggaran tahun 
anggaran 2022 dengan bobot 10% (sepuluh 
persen). 

(6) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas 
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot 
sebagai berilrut: 
a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi 

APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 
dengan bobot 15% (lima belas persen); 

b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 
denga,n bobot 25% (dua puluh lima persen); 

c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi 
APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan 
Januari sarnpai dengan bulan Mei dengan 
bo bot 5% (lima persen); dan 

d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar 
Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan 
Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah 
(RTH) tahun anggaran 2023 untuk bulan 
Januari sampai dengan bulan Mei dengan 
bobot 5% (lima persen). 
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( 1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (4) disalurkan setelah Bupati 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
Kepala Desa secara lengkap dan benar berupa surat 
pernyataan kepala Desa terkait komitmen 
penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes. 

(2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun 
anggaran berjalan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) dilakukan secara sekaligus. 

(3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun 
anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati 
melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas 
tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada 
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM 
SPAN yang disertai surat pengantar dan daftar 
rincian Desa. 

Pasal 13 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(7) Kategori penghargaan Desa dari kementerian 
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf b terdiri atas: 
a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022; 
b. Desa Digital tahun 2023; 
c. Desa One Vzllage One Product tahun 2023; 
d. Pemenang Kepala Desa Perempuan lnspiratif 

tahun 2022; 
e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 

sampai dengan tahun 2023; dan 
f. Desa Devisa tahun 2027 dan tahun 2023 yang 

diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023. 
(8) Sumber data serta mekanisme penyampaian data 

kriteria utama dan kriteria xinerja tahun berjalan 
yang digunakan untuk penghitungan tambahan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (5), berpedoman pada peraturan perundang 
undangan. 

(9) Mekanisme penghitungan tambahan Dana Desa 
berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 
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(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan 
kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa 
yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
a, diutamakan penggunaannya untuk: 
a. program pemulihan ekonomi, berupa 

perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan 
ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 
10% ( sepuluh persen) dan paling banyak 25% 
(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana 
Desa; 

Pasal 18 

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

( 1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, 
Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam 
APB Des. 

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (4), melakukan perubahan APBDes sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Dalam rangka penatausahaan, 
pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, 
Pemerintah Desa melakukan pencatatan 
pendapatan dan belanja atas Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 13A 

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut: 

(4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dan 
penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan 
Dana Desa atas Desa layak salur sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan 
oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(5) Batas waktu penerirnaan dokurnen persyaratan 
penyaluran tambahan Dana Desa sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan 
mengenai langkah-langkah akhir tahun. 
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( 1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di 
Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga 
desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem. 

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk 
miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat 
menetapkan calon keluarga ~nerirna manfaat BLT 
Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga 
desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk 
miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai 
dengan desil 4 data pensasaran percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat 
menetapkan calon keluarga penerirna manfaat BLT 
Desa berdasarkan kriteria: 

Pasal 19 

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 
3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa; 

c. program ketahanan pangan dan hewani paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran 
Dana Desa termasuk pembangunan lumbung 
pangan Desa; dan 

d. dukungan program sektor prioritas di Desa 
berupa bantuan permodalan kepada Badan 
Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk 
penanganan stunting, dan pariwisata skala desa 
sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, 
serta program atau kegiatan lain. 

(2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan 
kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa 
yang dihitung pada tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 
b, digunakan untuk: 
a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; 

dan/atau 
b. penanganan bencana alam dan non-alam. 
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' dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) 
bulan secara sekaligus. 

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari 
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2), pembayaran atas selisih 
kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kedua belas menggunakan Dana Desa 
nonBLT Desa setiap bulan. 

(9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami 
perubahan karena meninggal dunia atau tidak 
memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kepala Desa 
wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat 
yang baru. 

a. kehilangan mata pencaharian; 
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis dan/ atau difabel; 
c. tidak menenma bantuan sosial Program 

Keluarga Harapan; atau 
d. rum.ah tangga dengan anggota rumah tangga 

tunggal lanjut usia. 
(4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) 
ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau 
keputusan kepala Desa. 

(5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 
memuat: 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan 

jenis kelompok pekerjaan; dan 
c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 
(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama 
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga 
penerima manfaat. 

(7) Pembayaran BLT Desa kepa-Ia keluarga penerima 
manfaat . dilaksanakan mulai bulan Januari dan 
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8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 
124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupa.kan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. · 

( 10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penenma 
manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9), kepala Desa melakukan perubahan daftar 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih 
tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga 
penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) dengan menjelaskan penurunan 
realisasi jumlah keluarga penerirna manfaat. 

( 11) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa 
sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga 
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10). 

(12) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan 
kepada keluarga penerima manfaat akibat 
perubahan daftar jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11), dapat digunakan untuk mendanai 
kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1). 

(13) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan 
atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 12) kepada Bupati. 

(14) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) dan/ atau penambahan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan 
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan 
tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa 
atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan 
musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil. 

( 15) Kepala Desa menyampaikan dokumen perubahan 
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Kepada 
Bupati untuk di unggah pada Aplikasi OM-SPAN. 



13 

~ 
ADITOMO HERLAMBANG, S.H. 

Pembina Tk. I (N /b) 
NIP. 19680517 198903 1 009 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN 

Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 26 Oktober 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TTD 
M. YULIAN AKBAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 67 

FADIA ARAFIQ 

TTD 

BUPATIPEKALONGAN, 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 26 Oktober 2023 

Ka bu paten Daerah Berita penempatannya dalam 
Pekalongan. 

memerintahkan 
ini dengan 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Bupati 

Agar setiap 
pengundangan 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 



1 

I. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. 3 
A. LATAR BELAK.ANG.......................................................................... 3 

1. Landasan Pemikiran.................................................................. 3 
2. Tujuan dan Sasaran.................................................................. 3 
3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa....................................... 3 

B. PENGELOLA DANA DESA..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 4 
1. Pengelola Dana Desa.................................................................. 4 
2. Togas Tim Pengelola Dana Desa.................................................. 5 

C. MEKANISME PENY ALURAN DANA DESA......................................... 9 
1. Tingkat Desa................................................................................. 9 
2. Tingkat Kecamatan....................................................................... 11 
3. Tingkat Ka bu paten....................................................................... 11 

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DAN PELAKSANMN 
DANA DESA 12 
1. Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
2. Ketentuan Pelaksanaan Dana Desa.............................................. 13 

E. PENGENMN PAJAK PADA PELAKSANMN KEGIATAN DANA DESA.. 13 
1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa........................................ 13 
2. Tata Cara Pemotongan/pemungutan Pajak.................................. 13 
3. Tata Cara Penyetoran Pajak......................................................... 15 
4. Tata Cara Pelaporan Pajak........................................................... 16 
5. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.............................. 16 
6. Pengenaan bea materai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa... 16 

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.................................... 16 
G. PENGAWASAN.................................................................................. 17 

II. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN....................... 17 
A. SDGs Desa....................................................................................... 17 

Halaman 

DAITAR ISI 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
YANG DIBIAY AI DARI DANA DESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PEKALONGAN NOMOR 124 TAHUN 2022 
TENT ANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

BUPATI PEKALONGAN 
TAHUN 2023 TENTANG 

LAMPIRAN PERA TU RAN 
NOMOR 66 



2 

- 
B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa................ .. . 18 
C. Program Priorita.s Nasional Sesuai Kewenangan Desa.. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 19 
D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai 

kewenangan Desa......................................................................... .... 25 
E. Ketentuan Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa...................... 28 

1. Kewenangan Desa.. ... . .... ... . .. .. . . .. . .. . . .. . ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
2. Swakelola....................................................................................... 28 
3. Padat Karya Tonai Desa 28 
4. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa.................................. 29 

III. PADAT KARY A TUNAI........................................................................ .. 29 

A. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tonai di Desa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 29 
B. Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tonai................. 30 

IV. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)....................... 31 
V. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa)..................................... 33 
VI. KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI . . . . . . . . . . 35 

A. Prinsip-Prinsip Ketahanan Pangan dan Hewani................................ 35 
B. Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa............................................... 36 
C. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Ketahanan 

Pangan......................................................................................... 39 
D. Per an Kelembagaan di Desa........................................................... 40 

VII. RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA........ ... . .. .. . . . .. . . . .. 42 
VIII. CONTOH CONTOH FORMAT DOKUMEN............................................... 49 

A. CONTOH FORMAT PENGANTAR PENYALURAN KECAMATAN................. 49 
B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP I......... 51 
C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II........ 52 
D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II 

DESA MANDIRI....................................................................................... 53 
E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYA',URAN TAHAP Ill....... 54 
F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BLT DESA...... 55 
G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAMBAHAN DANA 

DESA........................................................................................ 56 
H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN 

TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.. 57 
I. CONTOH FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENY ALURAN 

DANA DESA DI REKENING KAS DESA. .. .. .. . . .. . .. . . . . . 58 
J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENCAIRAN DANA DESA. 59 
K. CONTOH FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING 

TINGKAT DESA....................................................................................... 60 
L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAlAN 

KELUARAN DANA DESA.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 61 
M. CONTOH FORMAT LAMPIRAN PERKADES PENETAPAN KPM BLT...... 66 
N. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA BLT DESA 67 
0. KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ DESA 69 



3 

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa. 
a. Kemanusiaan adalah pengutaroaao hak dasar, harkat dan martabat 

manusia; 
b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan 

seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan peoghormatan terhadap 

keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk 
kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; 

d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang 
lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; 

I. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. 
A. LATAR BELAKANG. 

1. Landasan Pemik:iran. 
a. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang 

diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; 

b. pedoman ini disusun dalarn rangka tertib penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana darurat 
dan mendesak desa pada pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 
2023. 

2. Tujuan dan Sasaran. 
a. Tujuan. 

Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk: 
1) memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Pemerintah Desa 

dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi dan 
keuangan Dana Desa; dan 

2) memberikan acuan bagi Pemerintah Dcsa dalam melaksanakan 
kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan sistem 
perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan. 

3) Memberikan acuan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi 
penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan 
evaluasi status perkembangan Desa; dan 

4) Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, 
dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk 
mendukung pencapaian SDGs Desa 

b. Sasaran. 
Sasaran Pedoman Pelaksanaan adalah terlaksananya pengelolaan 
keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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c. Pengelola Dana Desa Tingkat Desa. 
Pengelola Dana Desa adalah merupakan bagian dari pengelola 
keuangan Desa yang dilaksanakan oleh : 

4) Anggota 

Camat. 
Selcretaris Kecamatan. 
Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan 
pada Kecamatan. 
Paling banyak 4 (empat) orang 
dengan salah satu anggota dari 
unsur Perangkat Daerah teknis di 
bidang konstruksi pada UPTD di 
wilayah Ke cam a tan yang 
bersangkutan. 

1) Ketua 
2) Wakil Ketua 
3) Selcretaris 

b. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan. 
v 

Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan 
Keputusan Ca.mat, berjumlah ganjil dengan susunan sebagai 
berikut: 

Masyarakat dan 
Pekalongan. 
Perangkat Daerah terkait. 6) Anggota 

Pemberdayaan 
Desa Kah 

Din as Kepala 5) Selcretaris 

Bupati. 
Wakil Bupati. 
Selcretaris Daerah. 
Asisten Pemerintahan dan Kesra 
Sekda. 

1) Penanggungjawab 
2) Wakil Penanggungjawab: 
3) Ketua 
4) W akil Ketua 

B. PENGELOLA DANA DESA. 
1. Pengelola Dana Desa, terdiri dari: 

a. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten. 
Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati, berjumlah ganjil dengan susunan sebagai 
berikut: 

e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa 
sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 
2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan 

f. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang 
sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa 
dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari 
persepsi emosi, atau imajinasi. 
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a. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
1) menyusun peraturan perundang-undangan tentang Dana 

Desa; 
2) melaksanakan bimbingan dan sosialisasi terkait peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan mengenai Dana Desa; 
3) memfasilitasi penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
4) melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

5) memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan 
dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; dan 

6) melaporkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

b. Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mempunyai tugas 
se bagai beriku t: 
1) memberikan sosialisasi dan informasi berkaitan dengan 

program Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah kerja 
masing-masing; 

2) memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana 
Anggaran Kas (RAK), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 
dalam setiap kegiatan; 

3) Anggota dapat berasal dari unsur Perangkat 
Desa/ Lembaga Kemasyarakatan/ 
Masyarakat. 

2. Tu gas Tim Pengelola Dana Desa. 

3) Kaur /Kasi/Perangkat : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran 
Lain (PKA) sesuai dengan bidang tugasnya. 

4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan 
5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa. 

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil 
minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut: 
1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa. 
2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat 

Desa/ Lembaga Kemasyarakatan / 
Masyarakat. 

Desa Keuangan Pengelolaan 
(PKPKD) 

: selaku Koordinator Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). 

2) Sekretaris Desa 

Kekuasaan Pemegang selaku 1) Kepala Desa 
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3) Memastikan desa untuk membuat Pakta Integritas atas 
pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Camat; 

4) membuat surat pengantar usulan penyaluran Dana Desa setiap 
tahapan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat clan Desa Kab Pekalongan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

5) melakukan verifikasi pencairan Dana Desa pada Rekening Kas 
Desa di Bank Pemerintah, berdasarkan pengajuan SPP dari 
Rencana Anggaran Kas (RAK) masing-masing kegiatan sebagai 
wujud pengendalian dan pengawasan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

6) Camat memastikan dan menenma Lembar Konfirmasi 
Penerimaao Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas Desa yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa; 

7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana 
Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8) membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat 
desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat 
Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

9) melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapan 
dan Rekapitulasi SPJ perbulannya kepada Bupati Cq. Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Pekalongan dengan tembusan lnspektur Kabupaten 
Pekalongan. 

c. Pengelolaan Kegiatan Dana Desa Tingkat Desa, dilakukan oleh: 
l) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa (PKPKD), dengao uraian tugas sebagai berikut: 
a) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan 

Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa; 
b) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen 

RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada 
masyarakat; 

c) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana 
Kegiatan; 

d) melakukan publikasi pelaksanaan Dana Desa sebagai 
Indikator Keberhasilan Program Pencegahan Korupsi 
Terintegrasi melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain: 

1. publikasi APBDesa TA 2023 melalui media yang dapat 
diakses oleh publik secara luas (media massa online/ 
ofiline) sekurang kurangnya melalui Infografis; 
- lnfografis minimal memuat : 
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a. APBDesa; 
b. Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan 
c. Alamat pengaduan. 

2. publikasi dokumentasi seluruh hasil kegiatan Dana 
Desa beserta anggarannya melalui media infonnasi 
Desa yang dapat di akses oleh masyarakat; 

3. pemasangan papan kegiatan Dana Desa TA 2023 untuk 
kegiatan yang bersifat fisik; 

e) mengembangkan peran serta dan swadaya masyarakat; 
f) mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Dana Desa; 
g) menetapkan TPK; 
h) mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam 

RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada 
tahun anggaran berjalan; 

i) melakukan monitoring terhadap kegiatan yang bersumber 
dari Dana Desa; 

j) membuat Pakta Integritas sebagai komitmen Kepala Desa 
dalam pelaksanaan APBDesa untuk diserahkan kepada 
Bupati Cq. Camat; 

k) menyampaikan lembar konfirmas- penerimaan penyaluran 
Dana Desa di RKD kepada Camat untuk diteruskan kepada 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Pekalongan; 

1) menyusun surat pertanggungjawaban Dana Desa dengan 
dilengkapi bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan Desa setiap bulan dan 
melaporkan realisasinya kepada Camat; dan 

rn] menuyusun surat pertanggungjawaban BLT Desa berdasar 
ketentuan peraturan perundang-undangan dilaporkan 
kepada Camat setiap bulannya. 

2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD), dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
b) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan 

rancangan perubahan APB Desa; 
c) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 

tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan 
Penjabaran APB Desa; 

e) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; 
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f) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

g) melakukan verifikasi terhadap OPA, OPPA, dan OPAL; 
h) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
i) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APB Oesa. 
3) Kaur /Kasi/Perangkat lain selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran 

(PKA) Kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan uraian tugas 
sebagai berikut: 
a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b) melaksan~ anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d) menyusun OPA, OPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; 
e) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) masing 

masing kegiatan yang memuat RAB, lokasi dan lama waktu 
pelaksanaan dengan memberi informasi pada media/ 
papan kegiatan; 

f) mengelola Pengadaan dalam: 
1) menetapkan dokumen persiapan Pengadaan; 
2) menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada 

TPK; 
3) melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas 

nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes; 
4) menandatangani bukti transaksi Pengadaan; 
5) mengendalikan pelaksanaan Pengadaan; 
6) menerima basil Pengadaan; 
7) melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang 

tugasnya kepada Kepala Oesa; dan 
8) menyerabkan basil Pengadaan pada kegiatan sesuai 

bidang tugasnya kepada Kepala Oesa dengan berita 
acara penyerahan. 

g) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 

h) untuk kegiatan konstruksi dibuat RAB dan Gambar 
Sederhana untuk ditandatangani oleh PKA dan disetujui 
oleh Kepala Oesa. Sedangkan konstruksi yang bersifat 
kompleks dapat melakukan konsultasi dengan Unit Telmis; 

i) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 
Kepala Oesa setiap bulannya. 

4) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan 
uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyusun RAK Desa; 
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C. MEKANISME PENY ALURAN DANA DESA. 
1. Tingkat Desa: 

a. Penyaluran nonBLT Desa Reguler: 
1. Tahap I dan BLT triwulan ke I 

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Camat dengan syarat: 
1) Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Angaran 2023; 
2) Peraturan kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
TA 2023 beserta lampirannya (file excel Daftar Keluarga 
Penerima Manfaat BLT Desa). 

2. Tahap II 
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Camat dengan syarat: 
l) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa Tahun Anggaran 2022; 

Dalam rangka mengoptimalkan peran pengelola Dana Desa tingkat 
Desa maka dapat dibentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan 
dengan pagu anggaran paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh 
puluh limajuta rupiah); 

b) melak:ukan penatausahaan yang meliputi menenma 
menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dana 
Desa; dan 

c) mempertanggungjawabkan keuangan Dana Desa melalui 
laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa yang 
bersumber dari Dana Desa mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) melaksanakan Swakelola 
b) menyusun dokumen Lelang 
c) mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk 

Pengadaan melalui Penyedia; 
d) memilih dan menetapkan Penyedia; 
e) memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada 

Kasi/ Kaur /Perangkat lain; 
f) mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan; dan 
g) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan 

secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis 
pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami 
teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi. 
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2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata 
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT Desa 
tahap I dan BLT Desa TA 2023 yang telah disalurkan; 

3) laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III TA 2022 
dan Tahap I TA 2023 (diterimakan di Kecamatan). 

3. Tahap III 
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Camat dengan syarat: 
1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari ~ana Desa nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa 
TA 2023 yang telah disalurkan; dan 

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 
2022; 

3) laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 
Anggaran 2023 (diterimakan di Kecamatan). 

b. Penyaluran nonBLT Desa Mandiri: 
1. Tahap I dan BLT triwulan ke I 

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Camat dengan syarat : 
1) Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Angaran 2023; 
2) Peraturan kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
TA 2023 beserta lampirannya (file excel Daftar Keluarga 
Penerima Manfaat BLT Desa). 

2. Tahap II 
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Carnet dengan syarat: 
1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa Tahun Anggaran 2022; 
2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata 
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen] dari Dana Desa nonBLT Desa 
tahap I dan BLT Desa TA 2023 yang telah disalurkan; 

3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 
2022; 

4) laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap Ill TA 2022 
dan Tahap I TA 2023 (diterimakan di Kecamatan). 
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c. BLT Desa triwulan ke 2, 3 dan ke 4 
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa 
kepada Bupati Pekalongan Cq. Camat dengan dilampiri tanda 
terima penyaluran BLT Desa t:riwulan sebelumnya. 

d. syarat penyaluran di sampaikan berupa hard copy dan soft copy 
dengan format pd/ 

2. Tingkat Kecamatan: 
a. membuat surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa 

sesuai tahapan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kab Pekalongan, dengan ketentuan: 
1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa 

sesuai dengan prioritas Dana Desa dan tercantum dalam 
Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan 

2) memastikan Dana Desa yang dianggarkan pada APBDesa TA 
2023 sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 Peraturan Bupati ini; 

3) memastikan Desa menganggarkan Dana Desa untuk BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a sampai 
dengan 12 bulan; 

4) memastikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa termasukBLT Desa telah di input dalam OM SPAN; 

5) mengecek kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran 
DanaDesa. 

b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kah Pekalongan setelah 
persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

3. Tingkat Kabupaten: 
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Pekalongan : 

1) Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 
Anggaran 2023; 

2) Melakukan perekaman BLT Desa di Aplikasi OMSPAN; 
3) Melakukan petekaman Penyerapan Dana Desa di Aplikasi 

OMSPAN; 
4) Melakukan perekaman Capaian Output Dana Desa di Aplikasi 

OMSPAN; dan 
5) Melakukan perekaman laporan konvergensi pencegahan 

stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya di Aplikasi 
OMSPAN. 

6) Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan penyaluran 
Dana Desa nonBLT dan BLT Desa setiap tahapan. 

7) Menyediakan softcopy / file sesuai syarat tahapan penyaluran. 
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D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN DANA DESA 
1. Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa, dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Dana Desa mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris 
Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa 
selaku PKPKD; 

b. Kepala Desa mengajukan permohonan verifikasi pencairan Dana 
Desa kepada Cam.at dengan melampirkan Rencana Anggaran dan 
Kas (RAK) serta SPP Panjar dan/ atau SPP Definitif; 

c. SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan 
ketentuan: 

1) Untuk kegiatan swakelola dan/ atau pengadaan barang/jasa 
melalui penyedia dengan nilai sampai dengan 
Rpl0.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
Nomor Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

2) Pengajuan SPP berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA); dan 

3) Surat Pemyataan tanggung jawab mutlak dari Kasi/ Kaur 
selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA) untuk 
mempertanggungjawabkan kegiatan paling lam bat 10 
(sepuluh) hari kerja setelah pencairan. 

b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah : 
1) Mengunggah (Upload) Peraturan Bupati Tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan 
Tahun Anggaran 2023 di Aplikasi OMSPAN; 

2) Mengunggah (Upload) Surat Kuasa Pemindahbukuan di 
Aplikasi OMSPAN; 

3) Mengunggah (Upload) APBDesa di Aplikasi OMSPAN; 
4) Mengunggah (Upload) Peraturan kepala Desa mengenai 

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat 
keluarga penerima manfaat BLT Desa di Apli.kasi OMSPAN; 

5) Mengunggah ( Upload) Laporan Penyerapan dan Capaian 
Keluaran Dana Desa di Aplikasi OM~PAN; 

6) Mengunggah ( Upload) laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya di Aplikasi 
OMSPAN; dan 

7) Membuat surat pengantar penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa untuk kemudian 
diunggah (Upload) di Aplikasi OMSPAN; 
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E. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA. 
1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APB Des 

adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak 
ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap 
bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

2. Tata Cara pemotongan/pemungutan pajak 

d. SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan 
ketentuan: 
1) Untuk Pengadaan barang/jasa melaJui penyedia dengan 

melampirkan: 
a) Bukti nota tagihan dari penyedia dan berita acara serah 

terima barang; 
b) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja dari Pelaksana 

Kegiatan Anggaran (PK.A). 
e. Camat melakukan verifikasi atas kesesuaian antara surat 

permohonan verifikasi, RAK dan SPP yang selanjutnya dituangkan 
dalam Berita Acara Verifikasi Pencairan Dana Desa; 

f. Camat memastikan pertanggungjawaban setiap tahapan 
pencairan beserta penginputan di SISKEUDES; 

g. Kepala Desa mengajukan pencairan dari Rekening Kas Desa (RKD) 
di Bank Pemerintah, dengan menyerahkan Berita Acara verifi.kasi 
dari Camat; dan 

h. Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan 
penyaluran Dana Desa di RKD kepada Camat untuk diteruskan 
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2. Ketentuan Pelaksanaan Dana Desa. 
a. pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dimulai 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana masuk ke Rekening 
Kas Desa; 

b. pengadaan barang / jasa dari anggaran Dana Desa tidak 
diperbolehkan menggunakan barang bekas/ rekondisi; 

c. pembayaran belanja barang / jasa untuk kegiatan dengan nilai 
paling sedikit Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dilaksanakan secara non tunai sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

d. Kaur keuangan melakukan pembayaran kepada penyedia 
barang/jasa secara Non Tonai setelah dilakukan 
pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

e. Standarisasi Biaya Kegiatan mengacu Standarisasi Kabupaten 
Pekalongan Tahun Anggaran 2023 atau dapat diakses di 
https://esbh.pekalongankab.go.id. dan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 khusus 
untuk upah pekerja dapat ditetapkan berdasar hasil 
musyarawarah Desa mengacu pada upah pekerja setempat. 
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a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali 
yang di.kecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran 
atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi 
Rp2.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada 
penyedia barang/ja~ yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun 
kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari 
penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut 
membuat Faktur Pajak. 
Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 
- Penyedia barang/jasa PKP = (100/ 110 x Nilai Pembayaran) x 11 

O/o 

- Penyedia barang/ja.sa Bukan PKP = Nilai Pembayaran x 11 % 
b. PPh Pasal 22 

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya 
melebihi Rp.2.000.000,00 selain dikenakan PPN sebesar 11 % 
(sepuluh persen), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh 
Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 
adalah 1,5 %, (satu koma lima persen) apabila penyedia barang 
mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai 
NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 
adalah 3% (tiga persen). Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah 
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian sebagai 
berikut: 
- Penyedia barang/jasa PKP = (100/ 110 x Nilai Pembayaran) x 1,5 

O/o 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran 
x 1,5 % 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai 
Pembayaran x 3 % 

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa 
Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka 
Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 akan 
tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM. 

c. PPh Pasal 21 
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 
Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport 
atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan 
PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) tanpa PTKP bagi yang 
memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan 
sebesar 6% (enam persen) tanpa PTKP. Pembayaran berupa 
penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, 
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penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). 

d. PPh Pasal 23 
Pembayaran kepada penyediajasa yang berkaitan denganjasa dan 
sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. Rumus 
menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (OPP) x 
tarif, dengan perincian sebagai berikut: 
- Penyedia barang/jasa PKP = (100/ 110 x Nilai Pembayaran) x 

2% 
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran 

x2% 
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai 

Pembayaran x 4 % 
Apabila pembayarannya melebihi Rp2.000.000,00 maka 
Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 11 %. 
Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa 
Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka 
Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 23 akan 
tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UM.KM. 

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2) 
Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan 
dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh 
persen) dari nilai pembayaran. 

3. Tata Cara Penyetoran Pajak 
a. batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa 
pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP 
Bendahara Desa. 

b. batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 
7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. 
Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/ jasa 
apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun 
tidak menunjukan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP 
Bendahara Desa. 

c. keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan 
Surat Tagihan Pajak (STP). 

d. penyetoran Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b 
dilakukan secara non tunai. (pengenaan pajak non tunai harus 
mengunakan spp definitif tidak bisa mengunakan spp panjar). 

4. Tata Cara Pelaporan Pajak 
Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa 
pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak 
pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan : 
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a. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh 
Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 ciao SPT Masa PPh Final Pasal 4 
ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah 
masa pajak berakhir. 

b. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan 
berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

c. Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap 
bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar 
Rpl00.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan 
denda sebesar RpS00.000,00 untu.k setiap SPT Masa PPN, yang 
akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). 

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah 
sebesar I 0% (sepuluh persen) dan dibayarkan melalui Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. 

6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan 
Harga Nominal yang -dikenakan Bea Meterai. Bea meterai dalam 
pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya 

adalah: 
1) transaksi sampai dengan nilai nominal RpS.000.000,00 (lima 

juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai; 
2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari RpS.000.000,00 (lima 

juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rpl0.000,00 
(sepuluh ribu rupiah). 

b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan atau keadaan yng bersifat perdata maka 
dikenakan bea materai sebesar Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

c. Jika belum ditemukan materai Rpl0.000,00 {sepuluh ribu rupiah) 
masih dapat menggunakan tarif bea materai lama dengan 
ketentuan paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dengan 
cara membubuhkan dua lembar meterai Rp6.000,00 (enam ribu 
rupiah), atau satu lembar materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) 
dan satu lembar materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), atau tiga 
lembar meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) berlak:u sampai 
dengan 31 Desember 2023. 

I• 

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. 
1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan dilengkapi bukti 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa 
Tingkat Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 
penyelesaian pekerjaan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) 
rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan 
SPJ diserahkan ke Camat; 
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II. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN. 
A. SDGs Desa. 

Untuk mengoperasionalka.n tujuan pembangunan Desa yang 
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa 
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan 
belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut: 

1 . Desa tan pa kemiskinan dan kelaparan. 
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan;dan 

G. PENGAWASAN. 
1. Pengawasan pelaksanaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan d:ilakukan oleh: 
a. pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten; 
b. pengawasan oleh Camat setempat; 
c. pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa setempat; dan 
d. pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara 

umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan 

Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, 
mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran 
atau bukti pengeluaran keuangan maka Kepala Desa wajib untuk 
melengkapi kekurangannya, dan apabila ditemukan SPJ tidak sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (qPA), maka Tim Fasilitasi 
Pengelolaan Dana Desa Tingkat Kecamatan mengadakan klarifikasi 
langsung ke Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPJ 
diterima; 

3. Apabila hasil klarifikasi langsung ke Desa ditemukan adanya 
penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa 
untuk dilakukan perbaikan secara Fisik maupun Administrasi; 

4. Camat melaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) pada Inspektorat Kabupaten, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja, Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti ketentuan pada 
point 3; 

5 ... Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
(tanpa dokumen SPJ) kepada Bupati Cq.Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kab Pekalongan paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 
1; dan 

6. Laporan penyaluran BLT Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Camat setiap bulannya, paling lambat 5 {lima) hari kerja setelah 
penyaluran BLT Desa. 
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8. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 
sesuai kewenangan Desa meliputi: 
1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desaj'badan usaha milik Desa bersama, mencakup: 
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha mi1ik Desa 

bersama; 
b. penyertaan modal badan usaha mi1ik Desa dan/atau badan usaha 

mi1ik Desa bersama; dan 
c. pengembangan usaha dan/ atau unit usaha badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) pengelolaan air minum; 

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan. 
2. Desa ekonomi tumbuh merata. 

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata; 
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovas.i Desa sesuai kebutuhan; 
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan 
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 

3. Desa peduli kesehatan. 
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; 
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan 
SDGs Desa 11 : kawasan permukirnan Desa aman dan nyaman. 

4. Desa peduli lingkungan. 
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; 
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; 
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan 
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat. 

5. Desa peduli pendidikan. 
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas. 

6. Desa ram.ah perempuan. 
SDGs Desa 5 : keterlibatan perernpuan Desa. 

7. Desa berjejaring. 
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa. 

8. Desa tanggap budaya. 
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan 
SDGs Desa 18: kelembagaan desa din.am.is dan budaya desa adaptif. 

Dalam rangka pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi 
Pandemi COVID-19 penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk 
membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang 
berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas 
nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. 
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4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau 
peternakan; 

5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, 
penggaraman, perebusan dan lain-lain); 

6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan 
7) Pengelolaan sampah. 

d. kegi.atan lainnya untuk mewujudkan pend.irian, pengembangan, dan 
peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa 
dan/ atau badan usaha mili.k Desa bersama sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan di.kelola 
• , badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi: 

a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/ atau perikanan 
yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau perdesaan; 

b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/ atau industri rumahan yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau perdesaan; 

c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa 
dan/ atau perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan 
sosial; 

e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria 
un tuk program kesejahteraan masyarakat; 

f. pemanfaatan teknologi. tepat guna yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan; clan 

g. kegi.atan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 
produktif yang diutamakan di.kelola oleh badan usaha milik 
Desa/badan usaha mili.k Desa bersama sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan Desa wisata meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana Desa wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata 
atau homestay, dan/ atau kios cenderamata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 
digital; 

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
d. pengembangan investasi desa wisata 
e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan 
f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa meliputi: 
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 

perkembangan desa melalui indeks desa membangun: 
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a. Pendataan potensi dan sum.her dayapembangunan Desa; 
b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
c. Pendataan pada tingkat keluarga; 
d. Pendataan warga pekerja migran; 
e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; 
f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 
g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs 
Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa 
membangun meliputi: 
1) tower untukjaringan internet; 
2) komputer; 
3) smartphone; dan 
4) langganan internet. 

h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dala.m Musyawarah Desa. 

2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani: 
a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/atau perikanan: 
1) pengadaan bibit atau benih; 
2) pemanfaatan lahan untuk kebun bi bit atau benih; 
3) pelatihan budi.daya pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/.atau perikanan; 
4) pengembangan pa,kan ternak alternatif; 
S) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/ atau perikanan terpadu; 
61 pembukaan lahan pertanian/perkebunan; 
7) pembangunan dan/ atau normalisasi jaringan irigasi; 
8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaanjalan usaha tani; 
9) pembangunan kola.m; 
10) pembangunan kandang komunal; 
11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/ atau perikanan; 
12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/ atau perikanan lainnya sesuai kewenangan 
desa. 

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: 
1) Pembangunan lumbung pangan Desa; 
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung 

lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan 
tanah, jaringan air; 

3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; 
c. pengolahan pasca panen; 

1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; 
2) pelatihan pengelolaan basil panen; 

d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 
hidroponik, atau bioponik. 
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e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, 
perhutanan, peternak:an clan/atau perikanan; 

f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan 
usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati 
dan/ atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada 
penguatan/ penyertaan modal; dan 

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam .1dusyawarah Desa. 

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: 
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan 
stunting melalui: 
a. pelatihan kesehatan ibu clan anak; 
b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan 

pendamping air susu ibu; 
c. pemberian roakaoao tambahao yang beragam, bergizi, seimbang, 

dan aman clan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di 
bawah 5 (lima) tahun; 

d. pengadaan, tikar pertumbuhao (alat ukur tinggi badan untuk bayi) 
sebagai media deteksi dini stunting; 

e. penyediaan air bersih dan sanitasi; 
f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan; 
g. pendidikan tentang pengasuhao anak; 
h. upaya pencegahao perkawinan clini; 
i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 

untuk pembangunan kaodang, kolam clan kebun dalam rangka 
penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita 
dan anak sekolah; 

J. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader 
posyandu dan pendidik pendidikan anak usia clini; 

k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader 
posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan 
Desa; 

1. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana atau prasarana perpustakaao desa./taman bacaan 
masyarakat, termasuk pengadaan bulru dan bah.an bacaan lainnya; 

b. pengada.an, pembaogunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, 
peralatan belajar dan wahana permainan; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana atau prasarana taroan belajar keagaroaan; 

d. pengada.an, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya; 

e. bantuan insentifpengajar pendidikan aoak usia dini/taman kanak- 
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kanak/taman belajar keagamaan, ta:man belajar anak, dan pusat 
kegiatan belajar masyarakat; 

f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan 
desa/ta:man bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan 
taman belajar keagaroaan; dan 

g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dala:m 
Musyawarah Desa. 

5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa: 
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan 

yaitu pere:mpuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat 
adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 
marginal clan rentan yaitu perempuan, anak, warga Ian jut usia, suku 
dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga 
difabel, kelompok masyarakat miskin, clan kelo:mpok rentan lainnya; 

c. pe:mberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan 
yaitu: perempuan, anak, warga Ianjut ueia, suku dan masyarakat 
adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

d. penguatan ni1ai keagamaan dan kearifan Iokal untuk membentuk 
kesalehan sosial di Desa; 

e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan 
khusus, difabel, kepala rum.ah tangga perempuan, dan sebagainya) 
sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; 

· f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, infor:masi clan edukasi tentang 
pencegahan dan penanganan kekerasan pada pere:mpuan dan anak, 
termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan 

g. kegiatan peniogkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa 

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa : 
a. opti:malisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional : 

1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program 
jaminan kesebatan nasiooal melalui komunikasi, informasi dan 
edukasi; 

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 
3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan 

nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya: 
1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan 

konsumsi gizi seimbang; 
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1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos 
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; 

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, 
bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki 
akses layanan kesehatan; dan 

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 
7. Dana operasional Pemerintah Desa 

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan 

pencegahan untuk sehat 4) olahraga atau aktivitas 
penyalahgunaan narkotika; 

5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba; 
6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, 
atau brosur /leaflet; 

7) kegiatan lainnya daJam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan clan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dipu tuskan 
dalam Musyawarah Desa 

d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa : 

2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit 
seksual, lflV / AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, 
gangguan jiwa, Corona Vims Disease 2019 (COVID-19), dan 
penyakit lainnya; 

3) penyediaan media komunikasi informasi clan edukasi penyakit 
menular; 

4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit 
menular; 

5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; 
dan 

6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan pen ya.kit 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa 

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika : 
1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika; 
2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba; 
3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan 

penyalahgunaan narkotika; 
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kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. 

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
koordinasi yang dilakukan bersa.ma dengan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok 
masyarakat dala.m rangka membangun keharmonisan hubungan 
koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Desa; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 
bcncana yang menimpa warga/ masyarakat; dan 

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk rnembiayai 
kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang 
berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, 
penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi 
kepada orang dan/ atau masyarakat yang membantu tugas 
Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b. 

8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui: 
a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial 

dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel 
yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. -. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro 
kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan 
akses pekerjaan. 

c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tonai 
Desa. 

d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan 
akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain 
membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos 
kesehatan desa, pendid.ikan anak usia dini, meningkatkan 
konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, 
dan jembatan sesuai kewenangan Desa. 

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak 
huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. 

Bantuan sebagaimana dimaksud dala.m bentuk material/bahan 
bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, 
atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima 
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penghapusan kemiskinan ekstrem: 
Pemberian Bantuan Langsung Tonai Dana Desa bagi. keluarga miskin 
ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 
2022 ten.tang Percepatan Penghapusan Kemisk:inan Ekstrem. Pemberian 
Bantuan Langsung Tonai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk 
meningkatkan pend.apatan keluarga miskin ekstrem di Desa. 

D. Mitigasi dan penanganan bencana a1am dan nonalam sesuai dengan 
kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan 
penanganan bencana alam dan nonalam meliputi: 
1. Mit:igasi dan penanganan bencana a1am 

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana penanggulangan bencana a1am dan/ atau kejadian luar biasa 
lainnya: 
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. alat pemadam api ringan di Desa; 
c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; 
d. pembangunanjalan evakuasi; 
e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
g. penyediaan tern.pat pengungsian; 
h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
1. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
J. sarana prasarana untuk miti.gasi dan penanggulangan bencana 

yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

2. Miti.gasi dan penanganan bencana nonalam 
a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus 

bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa 
seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam 
berdarah dengue, kolera, disentri. 

b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak 
seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks; 

c. bencana non a1am yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat 
seperti hama wereng, hama belalang; 

bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga 
. miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria: 

a. bertempat tinggal di wilayah Desa; 
b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; 
c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 
d. diberikan bantuan maksimal Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah} 

d.alam bentuk material/bahan bangunan. 
9. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa untuk mendukung percepatan . 
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d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal 
modernisasi seperti gagal pengeboran; 

e. Desa Aman COVID 
Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap 
produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga 
menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, 
menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman 
COVID-19, sebagai berikut: 
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman 
COVID-19 antara lain: 
1) membentuk posjaga desa atau memberdayakan posjaga desa 

yang telah ada; 
2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan 

penerapan secara ketat protokol kesehatan; 
3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan 

tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota 
bagi warga lrurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah 
Desa insidental; 

4) menyiapkan tempat cuci tangan dan /atau cairan pembersih 
tangan (hand sanitizer); 

5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai 
keperluan; 

6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 

7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang 
sedang melaksanakan isolasi mandiri di rum.ah dan/ atau 
ruang isolasi Desa; 

8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan 
melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan 

9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19). 

f. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
Relawan Desa aman Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) dengan 
struktur sebagai berikut: 
1) ketua: kepala Desa 
2) wakil: ketua Badan Permusyawaratan Desa 
3) anggota: 

a) perangkat Desa; 
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
c) kepala dusun atau yang setara; 
d) ketua rukun warga; 
e) ketua rukun tetangga; 
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f) pendamping lokal Desa; 

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 
h) pendamping Desa sehat; 

i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 
j) bidan Desa; 
k) tokoh agama; 
1) tokoh adat; 
m) tokoh masyarakat; 
n) karang taruna; 

o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan 
p) kader pemberdayaan masyarakat desa. 

4) mitra: 

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban 
masyarakat; 

b) bintara pembina Desa; dan 
c] pendamping Desa. 

5) tugas relawan Desa aman COVID-19: 

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi 
kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan 
protokol kesehatan; 

b) mendata penduduk rentan sakit. seperti orang tua, balita, 
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit 
tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga 
yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan 
terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat 
maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum 
menerima; dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 
menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau cairan 
pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat um.um. 

d) menyiapkan dan/ atau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. 

e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, 
perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan 
penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga k:urang 
mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di 
rumah dan / atau ruang isolasi Desa; clan 

g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan 
Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor 
telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan 
lain-lain. 
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E. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. 
1) Kewenangan Desa 

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan 
Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hale Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. -, 

2. Apabila Desa tidak memili.ki Peraturan Desa yang mengatur mengenai 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hale Asal-Usu1 dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa adalah Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hale Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Swaleelola 
1. Program dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 21 Tahun 2020 ten.tang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. 

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai 
Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan 
kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/ 
jasa . 

3) Padat Karya Tunai Desa 
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

Padat Karya Tunai Desa (PKTD); 
2. Padat Karya Tunai Desa (PK.TD) merupakan kegiatan pemberdayaan 

masyara.kat yang diprioritaskan untuk keluarga miskin, 
pengangguran, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga 
(PEKKA), terdampak Covid-19, keluarga dengan balita gizi buruk yang 
bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga 
kerja, dan teknologi lokal daJam rangka mengurangi kemiskinan, 
meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. 

g. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 
dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021 
tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa 

h. mitigasi clan penanganan bencana alam clan nonalam lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 
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III. PADAT KARYA TUNAI DI DESA 
1. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa. 

a. lnklusif 
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, dan penyandang 

disabilitas. 
b. Partisipatif 

Dari, oleh, dan urrtuk masyarakat Desa dengan semangat gotong 
royong dan disepakati dalam musyawarah Desa. 

c. Transparan dan Akuntabel 
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, 
teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. 

4) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian 
terhadap daftar program/kegiatan pembanguna.i Desa untuk difokuskan 
pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, 
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung 
SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 
1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang 

ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan 
masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk 
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata; 

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak 
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tonai Desa 
(PKTD); 

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan 
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa; 

' 4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan 
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan 

5. program dan/a.tau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara 
partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data 
masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi 
data SDGs Desa dalam sistem informasi desa. 

5) Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan Untuk Dibiayai Dana Desa. 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ atau dalam rangka menghadapi ancarnan yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa 
dan/ atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. 
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d. Efektif 

Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan 
daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan 
pelestarian yang berkelanjutan. 

e. Swadaya dan Swakelola 

Membuka keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk 
· sumbangan dana, tenaga, clan bahan baku yang tersedia di Desa serta 
dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa, 

2. Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tonai 
a. kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD besaran anggaran 

upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen] dari total biaya per 
kegiatan dalam rangk.a. menciptakan lapangan kerja di Desa. 

b. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan 
menerapkan protokol kesehatan 

c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. 
upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. perhitungan HOK adalah 1 (satu) orang pekerja akan bekerja 8 

jam dalam satu bari. 
2. jumlah tenaga kerja menca.kup tenaga kerja ahli, pembantu 

tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang 
ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tonai di Desa; dan 

3. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan 
batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan basil 
kesepakatan musyawarah Desa. Adapun ni1ai batas atas upah 
tenaga kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran 
upah/HOK dapat mengacu pada Indeks Kabupaten atau 
menggunakan basil musyawarah desa yang mengacu pada 
pasaran tenaga kerja setempat. 

d. jenis kegiatan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan 
dan perkebunan; 

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman 
sayuran dan lain-lain; dan 

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan 
perkebunan. 

b. wisata Desa 
1) kebersihan tern.pat wisata yang dikelola badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan 
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IV. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING) 
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat 

kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 
Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan 
gi.zi. yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai 
terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari 
standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat 
dilihat pada buku Kesehatan lbu clan Anak (KIA) 

Balita dan/ atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami 
stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak 
menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko 
pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada a.khirnya secara luas stunting 

1) pemeliharaan bangunan pasar; 
2) badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 

bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli 
komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha 
kecil untuk melakukan produksi; dan 

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa 
dan/ atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi 
yang menguntungkan di Desa. 

d.perikanan 
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama; 
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat 

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama. 

e. petemakan 
1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang 

dikelola badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik 
Desa bersama; dan 

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha 
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran 
ternak untuk pupuk organik. 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 
1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan / atau 

badan usaha milik Desa bersama; 
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha mili.k 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar 

melalui dana Desa. 
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akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemisk:inan 
dan memperlebar ketimpangan. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik; 

2. masih terbat.asnya layanan kesehat.an untuk ibu selama masa kehamilan, 
layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang 
berkualitas; 

3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; 
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 

Penggunaan Dana Desa cliprioritaskan untuk menangani kekurangan 
gizi kronis (stunting) mela1ui kegiat.an sebagai berikut: 
1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: 

a. penyecliaan makanan bergizi untuk ibu hamil; 

b. penyecliaan rnakanan bergizi untuk ibu meryusui dan anak usia 0-6 
bulan; 

c. penyecliaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 
bulan; dan 

d. penyecliaan makanan bergizi untuk balita. 
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih; 
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jam.ban keluarga); 
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, 
5. menyecliakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana 

(KB); 
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua; 
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat; 
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, 

serta gizi kepada remaja; 
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa; 
10. pelayanan kesehat.an lingkungan (seperti penataan air limbah, dll) 
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 

hamil, nifas dan menyusui, keluarganya da)arn merawat anak dan lansia; 
12. penyuluhan pa.sea persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran 

ayah dalam pengasuhan, dll; 
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga; 
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, 

sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, 

pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok 
gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan. 
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V. BANTUAN LANGSUNG TUNA! DESA {BLT Desa) 

1. Mekanisme Penetapan sasaran Bantuan Langsung Tonai Desa (BLT Desa) 
a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga 

miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam 
keluarga desil 1 data pensasaran percepatan :1Cfighapusan kemiskinan 
ekstrem. 

b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar 
dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam 
keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem. 

c. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat 
diperoleh dari BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Pekalongan melalui 
Camat. 

d. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar 
dalam keluarga desil I sampai dengan desil 4 data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat 
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan 
kriteria: 
1. kehilangan mata pencaharian; 

2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 
dan/ atau difabel; 

3. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan; atau 
4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 

e. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin disampaikan dalam 

musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dengan agenda 
tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data untuk kemudian dituangkan 

dalam Serita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama 

Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) selanjutnya ditetapkan meojadi 

Peraturan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
penerima BLT Desa. 

f. Peraturan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
penerima BLT Desa paling sedi.kit memuat : 

1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 

2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 
pekerjaan; dan 

3) jumlah keluarga penerima manfaat. 

g. Peraturan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
penerima BLT Desa disampaikan kepada Cam.at atas nama Bupati 
untuk mendapatkan pengesahan. 
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i) dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf c meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria 
sebagai keluarga penerima manfaat, kepala Desa mengganti dengan 
keluarga penerima manfaat yang baru. 

j) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru 
sebagaimana dimaksud pada huruf, kepala Desa menjelaskan 
penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat dan 
melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar 
jumlah keluarga penerima manfaat. 

k) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa, dapat dilakukan 
dengan mekanisme tunai dan dianjurkan dengan mekanisme non 
tunai. 

3. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: 
1) Sadan Permusyawaratan Desa. 
2) Camat; dan 
3) Inspektorat Kabupaten. 

4. Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa. 

2. Metode penghitungan dan mekanisme penyaluran BLT Desa : 

a) BLT Desa dianggarkan paling sedik:it 10% (sepuluh persen) dan paling 

banyak 25% (dua puluh Ii.ma persen) dari anggaran Dana Desa; 

b) penyaluran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, 

dimulai bulan Januari; 

c) penyaluran BLT Desa dari RKUN ke RKD bulan kesatu sampai dengan 

bulan kedua belas dilakukan secara pro-rata berdasarkan jumlah 
keluarga penerima manfaat yang diajukan pada bulan kesatu; 

d) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulanan. 

e) besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 

rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat; 

f) pembayaran BLT Desa kepada keluarga penenma manfaat 

dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling 

banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 
g) keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana diatur dalam huruf 

c mengikuti data keluarga penerima manfaat sebelumnya kecuali 

diubah melalui Musyawarah Desa Khusus. 

h) dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 

kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa 

bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana 

Desa nonBLT Desa, 
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VI. KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI 
A. PRINSIP-PRINSIP KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI 

Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Partisipasi 

Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, 
perencanan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan 
pangan di desa. 

2. Kegotongroyongan 

Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya 
saling membantu, saling menolong daJam semangat kesetaraan dan 
kesadaran bekerja sam.a. 

3. Kesetaraan 

Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan 
mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat 
desa tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok, agama dan 
golongan. Bahkan, dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan 
beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat 
desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan misalnya: 
masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap 
pangan. 

4. Keswadayaan 

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan 
mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola 
sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat 
desa rnemiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala 
usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki. tenaga kerja, 
serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama 
dipatuhi. Semua ini hams digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan 
dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang. 

5. Kemandirian 

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan 
pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa 
untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
dan petemakan yang berkelanjutan. 

6. Keterpaduan 

5. Mekanisme Perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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panen; 

3) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 
hidroponik, atau bioponik; 

4) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, 
ternak, dan ikan; 

5) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, 
petemakan dan/ atau perikanan; 

6) Pengembangan pakan ternak alternatif; 
7) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/atau perikanan terpadu; 
8) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan; 
9) Pembangunan dan/ atau normalisasi jaringan irigasi; 
10) Pembangunan kandang komunal; 
11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, 

petemakan dan/ atau perikanan; 
12) Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca 

B. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA 
Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun jenis kegiatan yang dapat 
dilaksanakan di desa antara lain: 
1. Ketersediaan pangan di desa: 

a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; 
1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan pertanian, 

petemakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan 
pengembangan pangan lainnya; 

2) Pemanfaatan lab.an pekarangan dan pemanfaatan lahan non 
produktif untuk pertanian, petemakan, dan perikanan; 

Desa hams mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada 
seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan 
secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh 
mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan 
upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa. 

7. Keberlanjutan 

Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan 
masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan 
melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di 
wilayah Desa. 
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13) Pelatihan pengelolaan basil panen; 

14) Pemasangan atau perawatan karamba bersama; 

15) Pembangunan dan pemeiliharaan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 
dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha 
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama 

16) Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk 
produksi, penanganan pascapar-en, pengolahan, dan 
penyimpanan Pangan; 

17) Penetapan kawasan lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ 
kehutanan dalam rencana tata ruang Desa; dan 

18) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan 
pangan dari basil produksi masyarakat Desa sesuai 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; 

1) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Lumbung 
Desa; 

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung 
lumbung pangan desa (akses jalan, tembok penahan tanah, 
jaringan air, dan lain-Iain); dan 

3) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan 
pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

c. Ketersediaan data dan informasi mengenai basil produksi dan 
lumbung pangan Desa, 

1) Pendataan potensi dan sumberdaya pangan Desa; 
2) Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat 

keluarga, Rukun Tetangga, Ruk:un Warga, dan Desa; 
3) Pemutakhiran data pangan di Desa; 

4) Penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa; 
5) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data 
pangan di Desa; dan 

6) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan 
data dan informasi mengenai basil produksi dan lumbung 
pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa. 

d. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergi.zi seimbang, dan berbasis 
potensi sumber daya lokal. 
1) Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan 

Pangan Lokal; 
2) Pengenalan jenis Pangan barn, termasuk Pangan Lokal yang 
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belum dimanfaatkan; 

3) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; 

4) Penanaman tum.pang sari tanaman pokok dilahan-lahan 
perkebunan; dan 

5) Program/kegiatan lainnya untu.k mewujudkan ketersedian 

pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi 
sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan 
dalam musyawarah desa. 

2. Keterjangkauan pangan di desa 

a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa; 
1) Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa 

melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
2) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; 
3) Pengembangan jarmgan pemasaran produk pertanian, 

perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; 
4) Pengembangan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa 

Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/ atau 
hewani, termasuk namun tidak terbatas pada 
penguatan/penyertaan modal; 

5) Fasilitasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Lembaga 
ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli 
komoditas Desa untu.k dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

6) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha 
tani; 

7) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; 
8) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal; 

dan 

9) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran 

dis.tribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat mi skin, rawan 
pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. 
1) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia 

di bawah lima tahun; 

2) Pemberian bantuan roakaoan tambahan bergizi bagi lansia; 
3) Pemberian bantuan bah.an pangan bagi warga miskin rawan 

pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat; dan 
4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan 

bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan 
gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarab desa. 
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C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN.BELANJA DESA UNTUK 
KETAHANAN PANGAN 

Penggunaan anggaran pendapatan clan belanja desa (APB Desa) 
untuk Ketahanan Pangan berasal dari Dana Desa dan sumber dana 
lainnya.Penggunaan Dana Desa digunakan dalam mewujudkan 
ketersedian, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di desa. Langkah 
langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dapat 
dilakukan dengan cara: 
1. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan 

kewenangan Desa; 
2. Disepakati ciao diputuskan dalam Musyawarah Desa; 
3. Program/kegi.atan yang direncanakao masuk dalam RKP Desa dan 

APB Desa; dan 

3. Pemanfaatan pangan di desa; 
a. Konsumsi pangan yang beragam, bergi.zi seimbang, dan berbasis 

pada potensi sum.her daya lokal; 
1) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergi.zi, 

Seimbang, dan Aman (B2SA); 
2) Peningkatan keterampilan dalaro pengembangan olahan Pangan 

Lokal; 
3) Pengembangan dan diseminasi teknologi. tepat guna untuk 

pengolahan Pangan Loka.l; dan 
4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi 

pangan yang beragam, bergi.zi seimbang, dan berbasis pada 
potensi sum.her daya Iokal sesuai kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah desa. 

b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 
1) Edukasi tentang makaoan yang bebas akan cemaran biologis, 

kiroia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan maousia; 

2) Pengawasan terhadap makanao yang dikonsumsi oleh warga 
desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan hernia lain yang 
dapat menggaoggu, merugikan, dao membahayakao kesehatan 
manusia; 

3) Sosialisasi keamanan pangan terhadap Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya Dean, dan Pelak:u Usaha Pangan; clan 

4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Konsumsi 
pangan yang aman, higienis, bermutu, ciao tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, ciao budaya masyarakat sesuai 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
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melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran 
serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta. 

3. Masyarakat Desa 
Peran masyarakat desa dalarn ketahanan pangan di desa yaitu: 

a. Intensifi.kasi lahan milik rnasyarakat desa sebagai sumber 
produksi pangan keluarga; 

b. Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai 
langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi 
pangan keluarga; 

c. Berpartisipasi aktif da]am mewujudkan ketahaoan pangan di desa; 

d. Pengelolaan stok pangan keluarga. 
4. Kemitraan 

Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat 
dilakukan bersarna Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan 
organisasi masyarakat serta media terkait, Peran kemitraan desa 
dalam ketahanan pangan di desa yaitu: 
a. Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampiogan desa 

dalam mencapai ketahanan pangan di desa .. 

b. Memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, 
promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di 
desa. 

pertanian 

D. PERAN KELEMBAGAAN DI DESA 

1. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Mewujudkan ketabanan pangan di desa melalui penyediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan 
desa. 

2. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 

Peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 
dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain: 
a. Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa; 

b. Penyediaan permod.alan dan unit usaha dana bergulir masyarakat; 
c. Penyewaan peralatan pertanian; dan 
d. Penyedia sarana produk.si, pemasaran hasil 

. 
4. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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PAGU 
TAMBAHAN TOTALPAGU NO l<DDE DE.SA ICECAMATAN PENETAPAN 

DANADESA DANAOESA. DANADESA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7)--(5)+(6) 
1 3326012001 K1.ESEM KANDANGSERANG 913..748.000 139.642..000 L053.390.000 
2 3326012002 BO DAS KANOANGSERANG 1.090.847 .000 1.090.84 7 .000 
3 3326012003 SUKOHARJO KANDANGSERANG 882.848.000 882.848.000 
4 3326012004 GEM BONG KANDANGSERANG 1.183.208.000 139.642.000 1.322.850.000 
5 3326012005 GARUNGWIYORO KANDANGSERANG 1.248.085.000 1.248.085.000 
6 3326012006 BO.JONG KON ENG KANDANGSE.RANG 913..72S.OOO 139.64UJOO 1.053.367 .ooo 
7 3326012007 BUBAK KANDANGSERANG 974.893.000 974.893.000 
8 3326012008 WANGKELANG KANDANGSERANG 977.813.000 977.813.000 
9 3326012009 KANDANG5ERANG KANDANGSERANG 718.387 .000 718.387.000 

10 3326012010 LURAGUNG KANDANGSERANG 1321.309.000 1.321.309.000 
11 3326012011 LAMBUR KANDANGSERANG 1.074. 749.000 1.07 4. 7 49.000 
12 3326012012 TAJ UR KANDANGSERANG 755.249.000 755.249.000 I, 

13 3326012013 TRAJUMAS KANDANGSERANG 1.022. 738.000 1.022. 738.000 ·- 14 3326012014 KARANGGONDANG KANDANGSERANG 1.170.142.000 1.170.142.000 
15 3326022001 WERDI PANINGGARAN l 220 856.000 139.642.000 1.360.498.000 
16 3326022002 WINOUAJI PANINGGARAN 1.058.149.000 1.058.149.000 
17 3326022003 KRANDEGAN PANINGGARAN 1.070.71LOOO 139.642..000 1.210.353.000 
18 3326022004 LUMENENG PANINGGARAN 1.218.913.000 1.218.913.000 
19 3326022005 TANGERAN PANINGGARAN 1.055.693.000 1.055.693.000 
20 3326022006 KALIBOJA PANINGGARAN 786.061.000 786.061.000 
21 3326022007 KAUOMBO PANINGGARAN 998.993.000 998.993.000 
22 3326022008 BOTOSARI PANINGGARAN 1.003.613.000 1.003.613.000 
23 3326022009 SAWANGAN PANINGGARAN 1..070.658.000 139642.000 L210.300.000 
24 3326022010 PANINGGARAN PANINGGARAN 1.094.472.000 1.094.4 72.000 
25 3326022011 DOMIYANG PANIIIGGARAN 1.172..()62.000 139.642.000 1.311.704.000 
26 3326022012 NOTOGIWANG PANINGGARAN 1.082049.000 1.082.049.000 
27 3326022013 LAMBANGGELUN PANINGGARAN 1.057.715.000 1.057.715.000 
28 3326022014 TENOGO PANINGGARAN 843.090.000 843.090.000 
29 3326022015 BEDAGUNG PANINGGARAN 704.499.000 704.499.000 
30 3326032001 TEMBELANGUNUNG lEBADARANG 969.370.000 139.642.0DO 1.109.012.000 
31 3326032002 PAMlTTUH LEBAKBARANG 726. 766.000 726.766.000 
32 3326032003 DEPOK lEBADARANG 716.929.000 139.642..000 856.571.000 
33 3326032004 WONOSIDO LEBAKBARANG 693.529.000 693.529.000 
34 3326032005 TIMBANGSARI LEBAKBARANG 688.111.000 688.111.000 
35 3326032006 SIDOMULYO LEBAKBARANG 1.034.563.000 l.034.563.000 
36 3326032007 KUTOREMBET LEBADARANG 690.684.000 139.642.000 830.326.000 
37 3326032008 LEBAKBARANG LEBAKBARANG 988.373.000 988.373.000 
38 3326032009 KAPUNDUTAN LEBAKBARANG 620.656.000 620.656.000 
39 3326032010 BAHTARKULOH I.EBAUARANG 784..471.000 139.642.000 924.113.000 
40 3326032011 MENOOLO lEBADARANG 771.544.000 139.642.000 911.186.000 
41 3326042001 SIME GO PfTUNGKRIYONO 975.684.000 975.684.000 
42 3326042002 GUM ELEM PfTUNGKRIYONO 728.019.000 728.019.000 
43 3326042003 TLOGOHENDRO PETUNGKRIYONO 1.010.642..000 1.010.642.000 

VII. RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA 
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' - .. PAGU TAMBAHAN TOTALPAGU NO ICDDE BESA ICECMMTM PBIETAPM 
DMIADESA DANADESA DANADESA 

(1) (2) (3J ~ (SJ (6} m=(5>+(6} 

44 3326042004 YOSOREJO PETUNGkRIYONO 787.132.000 787.132.000 
45 3326042005 CURUGMUNCAR PElUNGKRIYONO 722436.000 722.436.000 
46 3326042006 SONGGODADI PETUNGKRIYONO n4.859.000 774.859.000 
47 3326042007 IlOGOPAKIS PETUNGKRfYONO 1 .. 017 .919.000 1.017.919.000 
48 3326042008 KASIMPAR PETUNGICRIYONO 66L956.000 661.9SG.OOO 
49 3326042009 KAYUPURING PETUNGDffONO 713.986 000 139.642.000 923.628.000 
so 3326052001 MESOYI TALUN 914.285.000 914.285.000 
51 3326052002 JOLOTIGO TALUN B31.86LOOO 139.642.000 978.503.000 
52 3326052003 SENGARE TALUN 1.1343ll.OOO 1.134.311.000 
53 3326052004 DONOWANGUN TALUN 1.129.527 .000 1.129.527.000 
54 3326052005 TALUN TALUN 922507.000 922.507 .000 
55 3326052006 BANJARSAIU TAI.UN 859.740JJOO 139.642.000 999.382.000 
56 3326052007 KAUREJO TAlUN 902.893.000 902.893.000 
57 3326052008 BATURSARI TALUN 807312.000 807.312.000 
58 3326052009 KARANGASEM TALUN 821.622.000 821.622.000 
59 3326052010 KROMPENG TAlUN 829.128.000 829.128.000 
60 3326062001 PUNGANGAN DORO 805..962.000 139.642..000 945.604.000 
61 3326062002 SIDOHARJO DORO 697..0ZS.OOO 139.642.000 836.667.000 
62 3326062003 LEMAHABANG DORO 936.996.000 936.996.000 
63 3326062004 ROGOSELO DORO 1..061.089..000 139..642.000 1.200.731.000 
64 3326062005 HARJOSARI DORO 823. 737 .000 823.737.000 
65 3326062006 LARI KAN DORO 748.732.000 748.732.000 
66 3326062007 SAWANGM DORO 910.803.000 910.803.000 
67 3326062008 DOROREJO DORO 1.035.735.000 1.035. 735.000 
68 3326062009 RANDUSARI DORO 697 .042.000 697.042.000 
69 33260620W KUTOSARI DORO 809.547 .000 809.547.000 
70 33260620ll WRJNGINMiUNG DORO 1.026.401.000 1.026.401.000 
71 3326062012 KAUMOJOSARI DORO 1.169.443.000 1.169.443.000 
72 3326062013 BUGOREJO DORO 1.071.076.000 1.071.076.000 
73 3326062014 DORO DORO 913 844000 139.642.000 1.053.486.000 
74 3326072001 GUTOMO KARANGANYAR 885.334.000 885.334.000 
75 3326072002 UMBANGAN KARANGANYAR 846.749.000 846.749.000 
76 3326072003 KARANGGONDANG KARANGA.NYAR 828392.000 828.392.000 

77 3326072004 LO LONG KARANGANYAR 935.961.000 935.961.000 

78 3326072005 PEDAWANG ICARANGANYAR 1.031.936.000 1.031.936.000 

79 3326072006 PODODADI KARANGANYAR 1.060.610.000 1.060.610.000 

80 3326072007 LEGOKALONG kARANGANYAR 1..()33 .. 156.000 1.033.156.000 

81 3326072008 KARANGSARI KARANGANYAR 1312393.000 1.312.393.000 

82 3326072009 KULU KARANGANYAR 961U>87 .000 968.087 .000 

83 3326072010 BANJAREJO KARANGANYAR 948.629.000 948.629.000 

84 3326072011 WONOSARI KARANGANYAR 856377.000 856.377 .000 

85 3326072012 SOKOSARJ KARANGANYAR 904 .. 150.000 904.150.000 

86 3326072013 SIDOMUKTl KARANGANYAR 1.026313'-m 1.026.313.000 - 
87 3326072014 KAYUGERITAN KARANGANYAR 1.127.065.000 1.127 .065.000 
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PAGU 
TAMBAHAN TOTAlPAGU NO KODE DE.SA ICl:U.MATAN PENETAPAN 

DANADESA DANADESA DANADESA 

(l) (2) (3} (4) (SJ (6) m=(S}+(6) 

88 3326072015 KUTOSARI KARANGANYAR 876.980.000 876.980.000 
89 3326082001 TAMBAKROTO KAJEN 803.297 .000 803.297 .000 
90 3326082002 KUTOROJO KAJEN 992..671.000 992.671.000 
91 3326082003 UNGGOASRI KAJEN 815.449.000 815.449.000 
92 3326082004 BRENGKOLANG ICAJEN 825.346.000 825.346.000 
93 3326082005 PRINGSURAT KAJEN 790.862.000 790.862.000 
94 3326082006 SOKOYOSO KAJEN 662..205.000 662.205.000 

95 3326082007 SINANGOHPRENDENG KAJEN 785.34LOOO 785.341.000 
96 3326082008 KAJONGAN KAJEN 884.490.000 884.490.000 
97 3326082009 PEKIRINGANAGENG KAJEN 788.0U.OOO 788.012.000 
98 3326082010 GANDARUM KAJEN 997570.000 997.570.000 

99 3326082011 SABARWANGI KAJEN 806.631.000 806.631.000 

100 3326082012 KALUOYO KAJEN 833.585.000 833.585.000 

101 3326082013 WONOREJO KAJEN 788.243.000 788.243.000 

102 3326082014 PEKJRINGANAUT KAJEN 980.255.000 980.255.000 

103 3326082015 KUTOREJO KAJEN 891.543.000 891.543.000 

104 3326082017 NYAMOK KAJEN 876.748.000 876.748.000 

105 3326082018 TANJUNGKUlON KA.JEii 776.780.000 139.642.000 916.422.000 

106 3326082019 TANJUNGSARI ICAJEN 884.351.000 884.351.000 

107 3326082020 GEJUG KAJEN 1.056. 735.000 1.056. 735.000 

108 3326082021 KEBONAGUNG KAJEN 1.015.496.000 1.015.496.000 

109 3326082022 SANGKANJOYO KAJEN 785.382.000 785.382.000 

110 3326082023 SAUT KAJEN 816.084.000 816.084.000 

111 3326082024 5AMBIROTO ICAJEN 998.414.000 998.414.000 

112 3326082025 ROWOlAKU KAJEN 1.075.753.000 1.075.753.000 

113 3326092001 WINDUROJO KESESI 1.343.927.000 139.642.000 1.483.569.000 

114 3326092002 UJUNGNEGORO KESESI 878.898.000 878.898.000 

115 3326092003 BRON DONG KESESI 818.705.000 818. 705.000 

116 3326092004 PODOSARI KESESI 957.899.000 957.899.000 

117 3326092005 lANGENSARI KESESI 901.974.000 901.974.000 

118 3326092006 JAGUNG KESESI 780. 755.000 780.755.000 

119 3326092007 KWASEN KESESt 880.948. "XX> 880.948.1 )()() 

120 3326092008 KARYOMUKTI KESESI 748.567.000 748.567.000 

121 3326092009 KESESI KESESI 1.486.540.000 1.486.540.000 

122 3326092010 SRINAHAN ICESESI 830.489.000 139.642.000 970.131.000 

123 3326092011 KAIBAHAN KESESI 851.930.000 851.930.000 

124 3326092012 KARANGREJO KESESI n1.444.000 1n.444.ooo 

125 3326092013 WATUGAJAH KESESI 661.278.000 661.278.000 

126 3326092014 WATUPAYUNG KESESI 791.224.000 791.224.000 

127 3326092015 KRANDON ICESESI 91I7.157.000 139.642.000 1.126.799.000 

128 3326092016 PON OLA WEN KESESJ 861321.000 861.321.000 

129 3326092017 KAUMADE KESESI BIJ7183000 139.642000 947 .525.000 

130 3326092018 SIDOMULYO KESESI 1.023.871.000 1.023.871.000 

131 3326092019 SIDOSARI KESESI 877.619.000 srzsis.ooo 
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PAGU . 
TAMBAHAN TOTAlPAGU NO KODE DE5A ' IECA,MATM I PBIETAPM 

DMADESA DANADESA DANADESA . t •••. 1: .... ,, .,, ·i' 

(1) . >(2) '. (3J ,.' ..... -, fl) ' (SJ (6) '7>=(5}+(6) . r.'\ 

132 3326092020 MULYOREJO KESESI 926.974.000 926.974.000 
133 3326092021 PANTIREJO KESESI 825334.000 825.334.000 
134 3326092022 KWIGARAN KESESI 787.998.000 787.998.000 
135 3326092023 SUKOREJO KESESI 1.001.059.000 1.001.059.000 
136 3326102001 KETANONAGENG SRAGI 961.182.000 961.182.000 
137 3326102002 MRICAN SRAGI 808.035.000 808.035.000 
138 3326102003 BULAKSARI SRAGI 997 .936.000 997 .936.000 
139 3326102004 SUMUBKtDUL SRAGI 920.868.000 920.868.000 
140 3326102005 KAWAMBE SRAGI 938.724.000 139.642.000 1.078.366.000 
141 3326102006 SUMUBLOR SRAGI 1.000.243.000 1.000.243.000 
142 3326102007 KRSAICAGENG SRAGI 1.138.691.000 1.138.691.000 
143 3326102008 SUERUK SRAGI 1.059.800.000 1.059.800.000 
144 3326102009 TEGAlSURUH SRAGI 874.862.000 874.862.000 
145 3326102010 BULAKPELEM SRAGI 1.204.907.000 1.204.907.000 
146 3326102011 GEBANGKEREP SRAGI 944.582000 944.582.000 
147 33261020U PURWOREJO SRAGI 914425000 139.642.000 1.054.067 .ooo 
148 3326102013 ICEDUNGJARAN SRAGI 760.98.3 000 139.642.000 900.625.000 
149 3326102014 KLUNJUKAN SRAGI 886.285.000 886.285.000 
150 3326102015 TEGAlONTAR SRAG1 926.487 .000 926.487 .000 
151 3326102016 PURWODADI SRAGI 768.n4.ooo 768.774.000 
152 3326112001 BU KUR BO.JONG 1.036.278.000 1.036.278. 'lOO 
153 3326112002 KALIPANOJR BO.JONG 1.093.533.000 1.093.533.000 
154 3326112003 SUMURJOMBLANGBOGO BO.JONG 1.391.180.000 1.391.180.000 
155 3326112004 PANTIANOM BOJONG 825.858.000 825.858.000 
156 3326112005 RANDUMUKTIWAREN BClJONG 873.011.000 873.011.000 
157 3326112006 LEGOICcu.E BO.JONG 914.710.000 914. 710.000 
158 3326112007 BOJONGWETAN BO.JONG 797.751.000 797.751.000 
159 3326112008 DUWET BOJONG 850.355.000 850.355.000 
160 3326112009 WANGANOOWO BOJONG 970.214.000 970.214.000 
161 3326112010 KETITANGKIDUL BOJONG 1.017.921.000 1.017 .921.000 
162 3326112011 MENJANGAN BOJONG 1.042.084.000 1.042.084.000 
163 3326112012 KETITANGlOR BO JONG n1.ms.ooo 771.038.000 
164 3326112013 REJOSARI OOJONG 791.853.000 791.853.000 
165 3326112014 BOJONGLOR BO.JONG 806.409.000 806. 409.000 
166 3326112015 BOJONGMINGGIR BOJONG 923.798.000 923. 798.000 
167 3326112016 WIRODITAN BClJONG 918. 710.000 918. 710.000 
168 3326112017 KEMASAN BOJONG 814.718.000 814.718.000 
169 3326112018 JAJARWAYANG BOJONG 876.844.000 876.844.000 
170 3326112019 BABALANLOR BO.JONG 1.054.875.000 1.054.875.000 
171 3326112020 BABALANICIDUL BOJONG 750.338.000 139.642.000 889.980.000 
172 3326112021 KARAGSARI BO JONG 787.597 .000 787.597.000 
173 3326112022 SEMBUNGJAMBU BOJONG l 168 885.000 1.168.885.000 
174 3326122001 JETAKKIDUL WONOPRINGGO 948.n1.000 948.721.000 
175 3326122002 SASTRODIRJAN WONOPRINGGO 1.189.713.000 1.189.713.000 
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PAGU 
TAMBAHAN TOTALPAGU NO KODE DESA ICKAMATM PBIETAPM 

DANADESA DANADESA DANADESA 

(1J (2J (3} 14} (SJ (6} (7)45}+(6) 

176 3326122003 LEGOKGUNUNG WONOPRINGGO 986.916.000 986.916.000 
177 3326122004 GALANGPENGAMPON WONOPRINGGO 1.304.724.000 1.304. 724.000 
178 3326122005 KWAGfAN WONOPRINGGO 1.089.083-C)OO 1.089.083.000 
179 3326122006 GET AS WONOPRINGGO 994.339.000 994.339.000 
180 3326U2007 ROWOKEMBU WONOPRINGGO 1..065 A08 000 139.642.000 1.205.050.000 
181 3326122008 WONOPRINGGO WONOPRINGGO 1.010.100.000 1.010.100.000 
182 3326122009 SAM PIH WONOPRINGGO 1.043.466.000 1.043.466.000 
183 3326122010 WONOREJO WONOPRINGGO 1.017 396.000 1.017.396.000 
184 3326122011 GONDANG WONOPRINGGO 757.639.000 139.642..000 897.281.000 ·- 
185 3326122012 JETAJQ.ENGJCONG WONOPRINGGO L02&.466 000 139.642.000 1.168.108.JOO 
186 3326U2013 PENGAD£NTENGAH WONOPRINGGO 1.087 .029.000 139.642.000 1.226.671.000 
187 3326122014 SUROBAYAN WONOPRINGGO 908.193.000 908.193.000 
188 3326132001 KEDUNGPATANGEWU KEDUNGWUNI 972.116.000 972.116.000 
189 3326132002 PAKISP\ITIH KEDUNGWUNI 1.075.528.000 139.642.000 1.215.170.000 
190 3326132003 ROWOCAONG ICEDUNGWUNI 828.587 .000 828587.000 
191 3326132004 LANG KAP KEDUNGWUNI 952.287.000 139.642.000 1.131.929.000 
192 3326132005 TOSARAN KEDUNGWUNI 776.169.000 139.642.000 915.811.000 
193 3326132006 PAJOMBLANGAN KEDUNGWUNI 823.135.000 823.135.000 
194 3326132007 PROTO KEDUNGWUNI 930..690.000 139.642.000 1.070.332.000 
195 3326132008 ICWAYANGAN KEDUNGWUNI 1.119.642.000 139.642.000 1.259.284.000 
196 3326132010 PODO KEDUNGWUNI 957.828.000 957 .828.000 
197 3326132011 SALAKBROJO KEDUNGWUNI 1.011537.000 1.011.537 .000 
198 33261320U AMBOKEMBANG KEDUNGWUNI 1.091.1n.ooo 1.091.177.000 
199 3326132014 TANGKJI.TENGAH KEDUNGWUNI Ll.04.568.000 139.642.000 1.244.210.000 
200 3326132015 KARANGDOWO kEDUNGWUNI 890575.000 890.575.000 
201 3326132016 BUGANGAN IEDUNGWUNI 765.685.000 139..642.000 905.327 .000 
202 3326132017 RENGAS ICEDUNGWUNI 1.037.390.000 139.642.000 Lln.032.000 
203 3326132018 TANGKIU<ULON KEDUNGWUNI l 260 255.000 139.642.000 1.399.897 .000 
204 I 3326142001 COPRA YAN BU ARAN 1.055.647 .000 1.055.647.000 
205 3326142003 WONOYOSO BU ARAN 891.325.000 891.325.000 
206 3326142005 PAKUMBULAN BU ARAN 1.029397.000 1.029.397 .000 
207 3326142006 WATUSAI.AM BU ARAN 1.04o.039.000 1.040.039.000 
208 3326142007 SIMBANGWETAN BU ARAN 897 .560.000 897.560.000 
209 3326142009 KERTUAYAN BU ARAN 1.106.921.000 1.106.921.000 
210 3326142010 PAWED EN BU ARAN 1.0U.652.000 1.012.652.000 
211 3326152001 WU LED TIRTO 902.624.000 902.624.000 
212 3326152002 NGAUAN TIRTO 1.062.233.000 1.062.233.000 
213 3326152003 PANDANARUM TIRTO L108 285.000 139.642.000 1.247 .927 .000 
214 3326152004 KARANGANYAR TIRTO 1.286.469.000 1.286.469.000 
215 3326152005 SIUREJO TIRTO 1.222.806.000 1.222.806.000 
216 3326152006 PUCUNG TIRTO 1.098334.000 1.098.334.000 

217 3326152007 SIDORfJO TIRTO 1.072.791.000 1.072. 791.000 

218 3326152008 SAMBOREJO TIRTO 1.067 .671.000 1.067 .671.000 

219 3326152009 TANJUNG TIRTO 1.009.868.000 1.009.868.000 
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PAGU TAMBAHAN TOTALPAGU NO KODE DESA IKAMKrAN PSIETAPM 
DANAOll'\ DANADESA DANADESA 

(l} {2} (3} ,.., (SJ (6} f7>=(51+(6} 

220 3326152010 PACAR TIRTO 1.039.889.000 1.039.889.000 
221 3326152011 DADIREJO TIRTO 1.279.330.000 1.279.330.000 
222 33261520U KARANGJOMPO TIRTO L023307.000 1.023.307 .000 
223 3326152013 TEGAlDOWO TIRTO 947.699.000 947.699.000 
224 3326152014 MULYOREJO TIRTO szi.szzooc 971.972.000 
225 3326152015 JERUKSARI TIRTO LlS0.750.000 1.150. 750.000 
226 3326152016 CURUG TIRTO 890.92LOOO 139..642.CJOO 1.030.563.000 
227 3326162001 KADIPATEN WIRADESA 1.04LS1LOOO 139.642.000 L18L153.000 
228 3326162002 DELEGTUKANG WIRADESA 76LS83.000 139.642.000 901.225.000 
229 3326162003 KARANGJATI WIRAIDESA 847.457.000 847.457.000 
230 3326162004 PETUICANGAN WIRADESA 775.779.000 139.642..000 915A21.000 
231 3326162005 WIRAOE'SA WIRAOESA L046.709.000 1.046. 709.000 
232 3326162006 WARUKIDUL WIRAOESA 756.515.000 756.515.000 
233 3326162007 BONDANSARI WIRADESA 904.285.000 904.285.000 
234 3326162008 WARULOR WlRAOESA 964.568.000 964.568.000 
235 3326162009 KAMP IL WIRAOESA 832.018.000 832.018.000 
236 3326162015 KEMPIDNG WIRADESA 932.AOS.OOO 139.642.000 1.072.047.000 
237 3326162016 KAUMAN WIRADESA 826.090.000 826.090.000 
238 3326172001 MEJASEM SIWAlAN L065.502.000 1.065.502.000 
239 3326172002 WONOSARI SIWAlAN 756.585.000 756.585.000 
240 3326172003 TENGENGKULON SIWAlAN 806.245.000 806.245.000 
241 3326172004 TUNJUNGSARI SIWAl.AN 1.114.237.000 1.114.237 .000 
242 3326172005 PAIT SIWAl.AN 1.029.386.000 1.029.386.000 
243 3326172006 TENGENGWETAN SIWA.l.AN 1.329.305.000 1.329.305.000 
244 3326172007 REM BUN SIWAlAN L099.795.000 1.099.795.000 
245 3326172008 YOSOREJO SIWMAN L066A39.000 139.642.CJOO 1.206.081.000 
246 3326172009 SIWAl.AN SIWAlAN L196.136.000 1.196.136.000 
247 3326172010 BOYOTEl.UK SIWAlAN 1.023.654.000 1.023.654.000 
248 3326172011 DE POK SIWA.l.AN 850.181.000 850.181.000 
249 33261720U BLACANAN SIWAlAN 969.311..000 969311.000 
250 3326172013 BUMBINGWULUH SIWAlAN L046.202.000 1.046.202.000 
251 3326182001 l.OGANOENG IWtNl60ADAP 85L166.000 139.642.000 990.808.000 
252 3326182002 JREBEN6KEMBANG IARANGOADAP Lll0.079.000 139.642.CJOO 1.249.721.000 
253 3326182003 PAGUMENGANMAS KARAN6DADAP 1.189552.000 1.189.552.000 
254 3326182004 KFDUNGKEBO KARANGDADAP 840.255.000 840.255.000 
255 3326182005 KAUGAWE KA RANG DAD AP 798.532000 798.532.000 
256 3326182006 KARANGDAOAP ICARAHGOAOAP L050.890.000 1.050.890.000 
257 3326182007 KAUL£MBU KARANGDADAP 94L528.000 941.528.000 

258 3326182008 PANGKAH ICARANGOADAP 747.583.000 747.583.000 

259 3326182009 KEBONROWOPUCANG ICARANGDADAP LOOL840.000 139.642.000 1.141.482.000 
260 3326182010 KEBONSARI KARANGDADAP 1.025.944.000 1.025.944.000 
261 3326182011 PE GAN DON KAAANGDAOAP 947.684.000 947.684.000 

262 3326192001 PESA.NGGRAHAN WONOKERTO 819.614.000 819.614.000 

263 3326192002 SUAMBE WOM>ICERIO 876.738.000 139.642.000 1.016.380.000 
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PAGU 
TAMBAHAN TOTALPAGU NO KODE DESA ICECAMATAN PBIETAPM DANADESA DANADESA DANADESA 

(1) {21 (3) (4J (5} (6} '7>=(51+(6) 

264 3326192003 BEBEL WONOKERTO 1.052.198.000 1.052.198.000 
265 3326192006 WERDI WONOKERTO 922120.000 922.120.000 
266 3326192007 ROWOYOSO WONOKERTO 1-234.700.000 1.234. 700.000 
267 3326192008 SEMUT WONOKERTO 813.973.000 813.973.000 
268 3326192009 TRATEBAHG WONOKERTO 806.468.000 806.468.000 
269 3326192010 WONOKERTOKULON WONOKERTO 924.062.000 924.062.000 
270 3326192011 WONOKERTOWETAN WONOKERTO 826.510.000 826.510.000 
271 3326192012 API-API WONOKERTO 1.023. 750.000 1.023. 750.000 
272 3326192013 PECAKARAN WONOKERTO 927.531.000 927.531.000 

JUMLAH '157.679.902.000 7.261.384.000 264.941.286.000 
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NlP. 

Cap+ TIO 

Camat . 

Oemikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

: Oesa . 

Nomor Rekening 

Atas Nama 

Bank 

untuk ditransfer ke : 

Rp ( ) 
Rp ( ) 

1. Non BLT Oesa 
2. BLT Oesa 1'riwu1an ke I 

Berdasarkan Surat Kepala Oesa Nomor . 
tanggal , 2023 ten tang Permohonan Penyaluran Dana Oesa 
Tahap beserta dokumen kelengkapan sebagaimana terlarnpir, 
dengan ini kami mohon kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Kab Peka.longan untuk dapat 
menyalurkan Dana Oesa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dengan 
rincian: 

KAJEN 

Kepada: 
Ytb. Bupati Pekalongan 

Cg. Kepala BPKD 
Di 

: l (satu) bendel 
: Pengantar Penyaluran DD 

Tahap I TA 2023 

··············• 2023 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Sekretariat : Jln. . Telp Kode Pos . 

~~~ . 
PEMERIIITAB KABUPATEII PEKALONGAN 

A. CONTOH FORMAT PENGANTAR PENYALURAN KECAMATAN 
1. NON BLTTAHAPI 

VIII. CONTOH FORMAT DOKUMEN 
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NIP. 
···································· 

Cap+ TIO 

Camat . 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

: Desa. . 
Nomor Rekening 
Atas Nama 

Berdasarkan Surat Kepala Des. Nomor . 
tanggal , 2023 tentang Permohonan Penyaluran Dana Desa 
Tahap , beserta dokumen kelengkapan sebagaimana terlampir, 
dengan ini kami mohon kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Bad.an 
Pengelola Keuangan Daerah Kab Pekalongan untuk dapat menyalurkan 
Dana Desa Non BLT Desa Tahap .... Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp ( ) untuk ditransfer ke : 
Bank . 

KAJEN 

Kepada: 
Yth. Bupati Pekalongan 

Cq. Kepala BPKD 
Di 

Norn or 
Lampiran : I (satu) bendel 
Perihal : Pengantar Penyaluran Dana Desa 

Tahap .... TA 2023 

.............. , 2023 

Sekretariat: Jln Telp Kode Pos . 

~'I'~ . 
PEMERIBTAB KABUPATER PEKALONGAN 

2. NON BLT TAHAP 11 dan ill 
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(*) Catatan : 
1) .Cara menghitung Tahap I Non BLT: ~ x ( Pagu DD - Kebutuhan BLT 1 Tahun) 
2).Menyampaikan file microsoft excel penerima BLT dilengkapi Nama, NIK, NO KK, Jumlah 

Keluarga, Jenis Kelamin, Alamat, Pekerjaan (Lampiran Per:kades ttg BLn 

······························· 

Cap+ TTD 

Kepala Desa . 
Kecamatan . 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan 
dokumen (sojtcopy maupun hardropy) berupa : 
l. Peraturan Desa mengcnai APBDesa Tahun Anggaran 2023. 
2. Peraturan Kepa]a Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023; * 
Kebenaran substansi data dan dokumen scpenuhnya merupakan 
tanggungjawab kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Demikian untu.k menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

: Desa.. . 

Bank 
Nomor Rekening 
Atas Nama 

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun . 
tentang APBDesa Tahun 2023, guna pelaksanaan kegiatan yang 
anggarannya bersumber dari Dana Desa TA 2023 Rp ,- 
( ) . 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 
pennohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 
dengan rincian : 
l. Non BLT Desa Rp ( )* 
2. BLT Desa Triwulan ke I Rp ( ) 

Untu.k orang KPM. 
untuk ditransfer Ire : 

KAJEN 

.............. , 2023 
Kepada: 

Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. Camat . 

Di 
1 (satu) bendel 

: Pennohonan Penyaluran Dana Desa 
Tahap I TA 2023 

PEIIERIIITAB KABUPATER PEKALONGAR 
™"MATAII . 

KEPAIA DESA . 
Sekretariat : Jln Telp Kode Pos . 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN NON BLT 
TAHAP I 
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(*t Cara menghitung Tahap n lion BLT : 
40% x ( Pagu DD - Kebutuhan BLT 1 Tahun) 

................................. 

Cap+ Ttd 

Kepala Desa . 
n:.ecamatan . 

Berdasarkan Peraruran Desa Nomor Tahun . 
tentang APBDesa Tahun 2023, guna pelaksanaan kegiatan yang 
anggarannya bersumber dari Dana Desa TA 2023 Rp ,- 
( ). 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 
permohonan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun 
Anggaran 2023 sebesar Rp ( ) 
untuk ditransfer ke : 
Bank . 
Nomor Rekening : . 
Atas Na.ma : Desa . 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan 
dokumen (softoopy maupun hardcopy) berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

Tahun Anggaran 2022 (Print out OMSPAN); 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa TA 2023 yang 
telah disalurkan (Print out OMSPAN); 

3. SPJ Tahap ill TA 2022 dan SPJ Tahap I TA 2023 
Kebenaran substansi data dan dokumen sepenuhnya merupakan 
tanggungjawab kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

KAJEN 

.............. , ···················· 2023 
Kepada: 

Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. Camat . 

Di 
: 1 (satu) bendel 
: Permohonan Penyaluran Dana Desa 

Tahap Il TA 2023 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

PEIIERIIITAB KABUPATEK PEKALORGAN 
K:EC:AIIAT All .••.•.•••••.•••.•••••••..••.. 

KEPAI..A DESA •••••...•...•..••.•••••••.•••..•• 
Sekretariat : Jln Telp Kode Pos . 

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II 
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(*) Cara menghitung Tabap n Bon BLT : 
60% x ( Pagu DD - Kebutuhan BLT 1 Tahun) 

··-··-························· 

Cap+ Ttd 

Kepala Desa . 
Kecam.atan . 

Berdasarkan Peraturan Desa. Nomor Tahun . 
tentang APBDesa Tahun 2023, guna pelaksanaan kegiatan yang 
anggarannya bersumber dari Dana Desa TA 2023 Rp ,- 
( ). 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 
pennohonan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun 
Anggaran 2023 sebesar Rp ( ) 
untuk ditransfer ke: 
Bank . 
Nomor Rekening : . 
Atas Na.ma : Desa . 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan 
dokumen (softcopy maupun lu:udcopy) berupa : 
l. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

Tahun Anggaran 2022 (Print out OMSPA 'V); 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen] dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sectikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa TA 2023 yang 
telah disalurkan (Print out OMSPAN); 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun 
Anggaran 2022 (print out OMSPAN); 

4. SPJ Tahap III TA 2022 dan SPJ Tahap I TA 2023 
Kebenaran substansi data dan dokumen sepenuhnya merupakan 
tanggungjawab kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

KAJEN 

··············• 2023 
Kepada: 

Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. carnal. . 

Di 
1 (satu) bendel 

: Permohonan Penyaluran Dana Desa 
Tahap 11 TA 2023 

PEIIERIIITAH KABUPATEN PEKALORGAN 
:KE<:AJIATAII •.•......•..•.••.•.••..•.••.. 

KEPAIA DESA . 
Sekretariat : Jln Telp Kode Pos . 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II 
DESA MANDIRI 
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(*) Cara menghitung Tahap m Ron BLT : 
20% x ( Pagu DD - Kebutuhan BLT 1 Tahun) 

.................................. 

Cap+ Ttd 

Kepala Desa . 
Kecamatan . 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan 
dokumen (sojtcopy maupun hardcopy) berupa : 
1) laporan realisasi penyerapan clan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 900k (sembilan puluh persen) dan 
rata-rata capaian kcluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 
75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa nonBL T Desa tahap 
II dan BLT Desa TA 2023 yang telah disalurkan (print aut OMSPA.N); 

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun 
Anggaran 2022 (print out OMSPA.N); 

3) SPJ Tahap II TA 2023. 
Kebenaran substansi data clan dokumen sepenuhnya merupakan 
tanggungjawab kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Demikian untuk menjadilmn periksa clan guna seperlunya. 

: Desa . 
Nomor Rekening 
Atas Na.ma 

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun . 
tentang APBDesa Tahun 2023, guna pelaksanaan kegiatan yang 
anggarannya bersumber dari Dana Desa TA 2023 Rp ,- 
( ···~ ). 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 
pennohonan untuk penyaluran Dana Desa Tahap rn Non BLT Tahun 
Anggaran 2023 sebesar Rp ( ) 
untuk ditransfer ke : 
Bank . 

KAJEN 

.............. , ···················· 2023 

Kepada: 

Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. Camat . 

Di 

PEMERllffAB KABOPATEII PEKALONGAN 
KreAIIATAB . 

KEPAIA Dl!:SA .....•........................... 
Sekretariat : Jin Telp Kode Pos . 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) bendel 
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa 

Tahap III TA 2023 

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP ill 
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NlP. 

Cap+ TTD Cap+TTD 

Kepa.la Desa . 
Mengetahui 

Camat . 

Bersama ini lea.mi lampirkan tanda terima penyaluran BLT Desa 
tribulan sebelumnya. Kebenaran substansi data dan dokumen 
sepenuhnya merupakan tanggungjawab lea.mi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Demikian untuk menjadikan periksa . 

: Desa . 
Nomor Rekening 
Atas Nama 

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun . 
tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, Kami mengajukan 
permohonan untuk penyaluran BLT Desa tribulan ke sebesar 
Rp ( ) untuk KPM 
untuk ditransfer ke: 
Bank . 

KAJEN 

Kepada: 
Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. Kepala BPKD 

Kab Pekalongan 
di 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) bendel 
Perihal : Permohonan Penyaluran BLT 

Tribulan ke ..... TA 2023 

.............. , ···················· 2023 

PEMERil'ITAB KABUPATEK PEKALONGAN 
KECAIIA TAN . 

KEPALA DESA ...............•................. 
Sekretariat : Jin Telp Kode Pos . 

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BLT DESA 
TRIBULAN 2 sd TRIBULAN :4 
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NIP. 

Cap+ TIO Cap+ TIO 

Kepala Desa . 
Mengetahui 

Camat . 

Bersama ini kami lampirkan : 
1. Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Tambahan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2023. 
Kebenaran substansi dokumen sepenuhnya merupakan 

tanggungjawab kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya 
pennohonan ini disampaikan terima kasih. 

: Pemerintah Desa . 

Bank 
Nomor Rekening 
Atas Nama 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2023, kami bermaksud mengajukan permohonan 
untuk penyaluran tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp139.642.000 (Seratus tiga puluh sembilan juta en.am ratus empat 
puluh dua ribu rupiah) untuk ditransfer ke : 

KAJEN 

Kepada: 
Yth. Bupati Pekalongan 
Cq. Kepala BPKD Kab Pekalongan 

di 
: 1 (satu) bendel 
: Permohonan Penyaluran 

Tambahan Dana Desa TA 2023 

.............. , ···················· 2023 

PEIIERDITAB KABUPATEN PEKALONGAN 
KECAlllA. TAN ....•....•....•...•..••....•. 

KEPALA DESA ·······-························ 
Sekretariat : Jln Telp Kade Pos . 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

(*) Catatan : 
1). Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 

2023 juga di sampaikan dalam bentuk file pelf 

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN TAMBAHAN DANA 
DESA 
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MITTRAI 
Rpl0.000 

Kepala Desa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya . 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Tambahan Dana Desa TA 2023 sebesar Rp139.642.000,- (seratus tiga 

puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) akan 
dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 2023 
atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 
2023. 

2. Tambahan Dana Desa terse but akan digunakan untuk mendanai program 
dan kegiatan sebagai berikut: 
a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas desa; dan/atau 
b. penanganan bencana alam dan non-alam. 

3. Dalam hal terdapat sisa atas tambahan Dana Desa TA 2023, akan 
dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

Alamat 

Kepala Desa . Jabacan 

Nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN 
TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

PEMERIIITAB KABUPATEB PEKALONGAII 
KECAIIA TAK .....•......•................ 

KEPAIA D:ESA ..........................•...... 
Sekretariat : Jln Telp Kode Pos . 

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN 
TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 
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Materai 
Rpl0.000 

. . . .. . . . . . . . . . .. . .• tanggal 2023 
Kepala Desa . 

Dana tersebut telah diterima pada : 
Nomor Rekening . 
Nama Rekening . 
Nama Bank . 

............ , 2023 Rp................. ( ) Tahap . 

TANGGAL DITERIMA JUMLAH TERBlLANG TAHAP 

Dengan rincian 

Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2023 
Kabupaten Pekalongan 

Untuk 

: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa 
Bu pa.ti 

Telah terima dari 

Lembar Konfirmasi Nomor: 

Sekretariat : Jln. . Telp Kode Pos . 
KEP .ALA. DESA . 

~'I'~ ..•....••...•...•.•.••..•.... 

PEIIERlln'AH KABUPATEN PEKALONGAN 

I. CONTOH FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN 
D.(\NA DESA DI REKENING KAS DESA 
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........................................ 

............... , 2023 
Camat . 

Demikian verifikasi pencairan Dana Desa ini dibuat dengan penuh tanggungjawab 
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Dari hasil verifikasi tersebut, untuk selrurjutnya dapat d.ilakukan : 
1. Pemindahbukuan dari RKD ke Penyedia sebesar : Rp . 
2. Pencairan secara tunai sebesar : Rp . 

Jumlah Rp . 
Pada Rekening Kas Desa sesuai dengan data berikut : 
Bank . ················-·· 
Nomor Rekening : . 
Atas Nama : Desa. . 

NO Jenia Kegiatan Angpran Pengitjaan Penpjuan Siaa Dana Sebehmmya Selrarang 
1 Kegiatan .......... 

2 Kegiatan .......... 

3 Kegiatan .......... 

Dst dst.. ........ 

JUIILAB 

Verifikasi yang dilakukan terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen Pengajuan 
Pencairan Dana Desa terdiri dari: 
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

a. Untuk Pengadaan melalui penyedia dengan melampirkan : 
1) Bukti nota tagihan dari penyedia dan Berita Acara penyerahan barang 
2) Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dari Pelaksana Kegiatan 

Anggaran (PKA) 
2. Rencana Anggaran Kas (RAK) 
Rincian pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut: 

Tempat 

Sesuai surat Kepala Desa Kecamatao........... Kabupaten Pekalongan 
Nomor Tanggal perihal Permohonan pencairan Dana Desa (DD) telah 
kami lakukan verifikasi pada : 

Hari dan Tanggal: . 
Jam . ················································· 

BERKAS PENCAIRAN DANA DE~A (DD) 
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

BERITA ACARA VERIFIKASI 

Sekretariat :Jln Telp Kode Pos . 

PEMERIIITAB KABUPATEN PEKALONGAN 

K:E<:AMA TAN ..........••..•.......•........ 

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENCAIRAN DANA DESA 
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···································· 

............... , 2023 
Kepala Desa . 

LAPORAN KONVERGENSt PENCEGAHAN STUNTTNGTINGKAT DESA 
TERHAOAP SASARAN 1.000 HARi PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) 

KABUPATEN : KECAMATAN : 
OESA : TAHUN : 

· nf ,, · -·····~ .. , .. "'.u ... t'ia,1~~~1 ···•• · ·-<{~ p1111-:-w · · ·,.. ..i~· •• 1l ". :rASEI: 1. :IU~ S'ASAf!AN"1~, f{ .• • ...... : ., " . ~ , ~r-;r, ii q :,: .,,'.,').f;ti'(t.i'~\!,, _. .. r • , .. \.:.ro t ·1• 
JUMlAH TOTAL ISUHAMll ANAi( 0 - 23 BUlAN 

SASARAN RUMAH TANGGA GIZI KUAANG/ lUTAl ICEIC/RESn TO'TAl l.OOOHPIC GIZJ BURUl(JSTUNTING 
JUMlAH 

. ·,·~ ' ··1c·i:6\H;~·BU!Wl~'"i~·><·1-''W•'~' ~- .,., ,)'. -:-~ .: ·n: '.' f~1· .\ '~TABEll·2"HASIL!P.£~f:.! U, ,'' " . .- " ~-- ~,, -· _ • l1fN · .. , k·,;i9,.,l• t,: .. , f;,;f, ·· · ,. ·, ''l; .. , 

SASARAN lUMlAH TOTAl HUAIJ KUNING ME RAH 
ANAK USIA 0-23 8UIAN (NOIIMAl) (RESIKO S11JHTING) (TERINOIKASI S1lJNTING) 

JUMlAH 

•TABEL3. KELENGIClY.AN KON~ENSI P,JUCEF,t.A_YANAN.~NGB'AGl~OOO.HPK ·····.·-,: · .. ~ 
SA51\RAN INOIAKTOR IUMlAH " 

1 ,.,;RIKSA 4 KALI SUAMA UHAMllAN 

2 MENOAPAT DAN MEMINUM Pll FE SELA~ 90 HAIIJ 
·- 3 BU 8ERSAUH MENOAPAT lAYANAN- NlfAS 3 ICA1J 

4 MENGIKUTI KOHSEIJNG GIZI/ICElAS IBU MINIMAl.4 ICAlJ 
18UHAMIL 

s •u HAMll (KEl(,/RE5Tl) MENOAPAT KUMJIJNGAN RUMAH BUIAHAN 

6 IIUMAH TANGGA IBU HAMllMEMll.ll(J AICSESAIII MINUM AMAN 

7 "-JMAH TANGGA 18U HAMii. M6MIJICI JAM8AN lAYAK 

8 MEMIUKI JAMINAN ICES£HATAN 

l N>IAK USIA <U B\JlAN MENOAPATtMUNISASI llASAR I.ENGl(Ap 

2 CIITIMBANG IIERAT llAo.\111 R\1T1N 5£TIAP BUtAN 

3 DUKUR PAltlANG/TINGGI BADAN 2 ICAU DAI.AM SETAHUN r 

lMl-lAICI I :rOTAl' 4 CRANG TUA/PENGASUH M£NGIICUTI KONSEUN6 GIZI BUIANAN 
I ANN( USIA s ICUJUNGAN RUMAH OAGI ANAi. Gm BURUI(/ KURANG/STVNTING 0-23 BULAN 

(0-2TAHUN) & RlJMAH TANGGA ANAK 0-2 TH ME.MIUICI AAStS AIR MINUM AMAN 

7 111.JMAH TANGGA AHAit 0-2 TH MEMIUKI JAMBAN IAYAK 

8 NU>¥. 0-2 TH JAMINAN KESalATAN 

9 NIAil 0-2 TH 8UlAN AKTA I.AHIR 

10 ORANG TUA/PEHGASIJH MENGIJllTI PAROITING 8UIANAN (PAUO) 
ANAIC 

l NIAK >2-6 TAHUN AICTIF ll'lAM ICEGIIITAH PAUO -- >2-6 TAHUN 

, ·~ Im . .. . ' • ''NSi. -~~iW·;i;ft~r."'f~f.lif,W~''·' '"'·"'~1···t~". 'ii~· ~r-,· lf'"M~ .. ~. ~~1tt ', ~ ·~ 1(l"A~ec,. ~ ~~~r~, ..... -.)~~~·,- 11rt;t, s§!~. ~ 4 ~,1\ 'ji,l '.1i'-t~i\!it·{>t~:·1:.~~;ut::1.-»:~\).,~~"'!-,: ~~-'#,/ .... ;.· ,~. 

JUMlAH INDIKA TOR 
NO SASARAN TINGKAT KOHVERGENSI 

Y All6 DrTERIMA SE!1AAUSHY A OITUUMA 
1 IBUHANIL 

2 ANAK 0-23 BU~ 

TOTAL TINGICAT &ONVERGEKSI O£SA 

TA8lt's~ l!EN6GUNAANloAit.(rlEs,(Q~~~1*.!.%"llWti'i\W"i'f.\Y~~;&I\N~~-~~~;r,•;~1r;~-.,,,,~:'~r?:·· ,, 
KEGIATAN 

BIOAHG/KEGIATAN TOTAL ICHUSUS PENCEGAHAN STUNTING NO 
AlOICASI DANA 

AlOICASI DANA "(PERSEN) 
1 810ANG PEMBANCilJNAN 0£SA 

2 BIOANG PEMBEROAYAAN MASYAAAKAT 

K. CONTOH FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING 
TINGKAT DESA 



.. .,, 
1:1 .. 

.. ... : .. "' Ill 

:ii ~ !'? ~ 

= ... : "' ~ 
::, 

; .: 
~ 

.. .. .. = Q 

~< w 
<~ .. ~ .. 
== 0 .. 
i~ 
~< ... 
u3 
# ti 

... 
~ ,i, ,0 
ii IC • .. 
ii 
= Ii. 
~ IIC ... 
li2 .. 
i ,i, ,0 g a: 
~ .. 
~~ 
~~ "' .. 

le 

;~ 
::>< • -'=> 0 .. >tJ 

ii ... 
::, lol :,,: 

; 
N ~ I ~ i Jr: 

Jal 

~ 
Q el < = 0 

~ II: fl) Cl. w.., 
~ ~ "' fzl 

~ 
< Cl.it: 

:i "" 0 "> Oji! 1111 = ~JI) 
iii :s Q 3 < ..;a 

a,; ~ :Ill ..;a Q :a 1111 0 Ill ::> Ill -r.i :::> [il ., 
"" ... 0 .., f4 1111 Cl. aa ~ "O 

... I r---- 

N 0 - ,-- ... N N .. r---- .5 .. .. ..,. ,t ... It.I . .. ... 
~ .. 0 N 

0 
r---- .. ... ..... - - r---- .. ... ..... - - 



N 
I.O 

-- 

~ ~ 
<~ f,o 

~ i ~. 0 U111 i ll:Q 
~ w11: >- 111"1 <( 

~ ~ :a 
~ 

z w ~= -c .. o~ LJ 

! = 
z ~i g C:J 

! 
.,a 

Ill 

~ !! ~ z .. .. .. 
< "' ao ao 8::, a: :l :l :l IS ;j Ill 0 1: 1: 1: ~ ~~ z : Ill : .. 
j .. ~ ~ ~ 0 : :a Cl 0 a: Q 0 f- 

Ill ~ e ' ~ 
w< ~ 

~ ~~ 
~< :::, -a a ~ .. 

~ 0 0 Q 0 Q .. :>, e e~ 0 f- f- f- 

~i ii s ~< ii s ;~ Ill :s z " .. .. 
~~< Ill CJ -e -~ ~ "[ Ill 0 ... e: ~ 

0 ... "w ~ ~ 
... e : au: z ::, lil " C:J .. . ::,111 &.l u .; u lllQ • :,: "t:I IQQ ~ "t:I i:.: • -e 111:.:c em 0.. al al al 

0 - ... 
-r .,. ... 
"' "' "' 

0 "' 0 "' 0 ('< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... - ... - - ... ... ... ... - - - - 
N N "' "' .., .., M M ,t ,t ,t- ,t- "' .., "' "' "' "' 



'-·- - 

l I 
I I I 
I 

I 

I 

I 
I , 

l i 

' l I 
I 

I 
I I 

I 

1 I I 
I J 

I l 

.. .. . :: 
s 5 .:, 

~ :5 r: : ·;; 
f-, ;- ~ O:; 
~ ~ .... ;~ Ill a :; :i Q --l .., e. -0 0 ... ; ~ Ii: z: s s Iii E ; iii .g ~ & Q :ii ;a :, .. c: E ;; 0 c:_ .le- 

~ ; :, .!? ..:: I.: ·:::· :.: f-, ;; :, .0 Ii 0: 
~~ " ~ '? .. f-, .. ol .. < .. .. .. 

~ 
-q a.-" i a 

U) .. c: :;; a - :, ~ .. .. .. &l .. ... .. :, ~ .. ~ . .,.,. 
:, :, :, :, :, :, .. t: .0 :, - c: ~~ :::, .., .., 'E 0 -0 -0 -0 .. 0 0: < s 0: ... .. z .. .. .. 3 

., " .. f. f. f. f. " ~ ::.. -"- -- ~ s ;o a-~ 0 -c 0 (,) !- a a -~~ .. a. ~o ~ 0 ~ "i ~ ~ 
::,; -; "i 1 a -~ e 'o 

.,_ ·-< ...... z z "3 "3 :,, ] . :,- f-, f-, f-, f-, f-, f-, =co " .0 -- .:, .. Q ~ 0 ~ :, :l ID :,., 
E·" 

>, .. E ~ iii .. ., .. ii .. "' .. 
~ .e-a c: c: Ji . 

0 1 ]' '[ 0 I '[ I ~ ~ ., .,.., "., .,-:, rn ·;; a. c.; c, "' °:] 'ti Ill i:i II s m :l ID ·0 <'i ,.;::,; -::,; :i -.; -.; -.; ::, u u -.; - " .,._ ,n .. "' • :.: l!l m l!l • :.: Ill t!l t!l ..; 

- - 0 0 
i - - - - : I .,. .,. ... ... ... ... l 

,n ,n ,n ,n Ul l" 
0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 I 

"' "' "' "' "' M M M M M I 
Ill "' Ul Ul "' "' Ul Ill Ul '" I 

j 



! 
Ill :a 

"' w .. II, 

" . 
"' 0 < .. .i ., a " 0 "8 ! ~ "' id' 7d ::. 
'O Ill :0 0 ; IQ 

E ::. s .. a ,. IQ 

~ 3 0.. .. i.'I a s 2 ~ .. .. II, >- :a " 0.. 
~ ~ i ~ :,,., 

:, c 
Ill 'ii " i 2 .. 0.. 

<: ; f w .. ~ II, 0.. 

- 
N N 

N N N 

'° -o -o '° 



~ :n · - - 

...... ...... 0 

I,... 

ii 
IJ 



\.0 
\.0 

(V) 
N 
0 
N 

c 
"' "' ".:' 
Cl ..--= 
GI 

0.. - "' .c 
"' Ill ::> 

... ..--= "' 0 ..--= 
a. "' E ~ 
0 > 

- Ill Cl "' ¥ ~ 

... 
"' E 
"' < 

.c "' "' ~ e Ill 
:s 

:s - -: 
c 

.!!!"e 
c "' Cl - ... CII 

:ii:: 

"' E 
fl z 

~ z 

:ii:: 
¥ 
ci z 

0 
0 .-I N m ~ I.fl co - z V) .-I N m ~ U'I t.D ,.... 00 O'I .... .-I ..... .-I .-I .-I ..... -0 



I 
<; 

z ..J I <o O c.. 
z::E 
~ Cil "' <.., 
Cl c, 
z< <u 
f- 

z; I ~ 
:E 

I 
....., 
~ 
Cil z 
Cil ,~ c.. 
-l 
< I 

0 
0 
z < f- 

z 
~ 
::E 
o2 
Cil z 
Cil .. 
a. 
:r: 
j 
::E ::, .., 

........ 
< 
0 
~ :J 
::::, - ...:l::.:: 
~~ 
<txl ..., 
...:i::E ~o 
Cil z ::.::< 
< >- 
::E -c z 

:::G 
z ... 

0 - ...... N (") "St If) 0 ...... N z \() e- co Q\ ...... ..... ..... 

N 
~ N 

0 0 N Ii!'. < 0 f-4 

~ 
~ r:.:l 

ll. 

~ 
Ii!'. 
r:.:l 
f-4 :::> 
~ = i 
~ Q 

f-4 . 
..:I = 
~ 

. 
~ :::> 

~ ~ 
r:.:l 

= 
Clo. 

i < . . o: . 
rzl f:a;l 
Cl f,t 

s < < co 
~ = < 

~ f-4 Q 

5Z 
rzl 
£--< 
< Cl z 
~ 

~ 

~ 
0 ex. 
::I: 
0 
£--< z 
0 o 
z 



00 
I.O 

. 

- ·- -- 

' 
0:: w 
2: 
Cl 
::i:: < 

(Y) <t lf) -l ...... ...... ...... w 
f-, 

L. 

------------ 



69 

LAPORAN PENELfllAN SPJ 
BULAN: 

DESA 
BIDANG : 
SUB BIDANG : 
KEGIATAN : 

PERlilT!JNG~~ PERTANGGUNGJAWABAN: 

1 . .AJrnlah Anggaran IRp - I 
.Z. SISa Bulan Latu I Rp - I 

3. SPP Tanggal Nomor · IR:i - 
SPP Tanggal: Nornor : I Rp - 
SPP Tanggal. Norn.or : I Rt> - 
SPP Tanggal: Nomor : I R:> - 
SPP Tanggal. Nomor: IR:> - I 

Jumlah SPP I Rp - Jwn!ah SPJ yang 
diperta nggungiaw abkan 

4. SPJ ( Surat Pertanggungjawaban ) I Rp - Rp - 

5. Sisa BUian ini I Rp - 
Jumlah keseluruhan 

HASIL PENB..lilAN yang harus 
Pemyataan Bulcti-Bukti : dilengtapildirubah 

Rp - 
Ada Tidak 

1.1 I Buku Kas Umum 

21 I Buku Bank 

3. I I Buku Pambantu Panjar 

4.1 I Buku Kas Pembantu Kegiatan 

s.] I Laporan Pertanggungjawaban SPJ : 

a] I Berita Acara Pemeriksaan Kas ( 1 buan sekali) Jumlah Keselwuhan 
Yang Bisa Dimint.akan 

71 I I Surat pemyataan tanggung jawab belanja 
Rp - 

Koreldor oleh Sekdes 

Parap : 

Nama : 
TaOQQal : 

0. KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ DESA 
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KUITANSI PENGELUARAN BB.ANJA MODAL 

Ada Tidal! 
1.1 I I Tanda Bul<ti Pengeluaran Uang (Printed by Sislceudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

s.] I l Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4· I I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.1 I I Uraian Kade dan Nama Kegiatan 

1.1 I I Kade Rekening Belanja 

Bl I I Tanda tangan dan nama lerang yang berhak meoenma uang/leflampir 

9 I I I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

BB.ANJA MODAL 
Ada Tldak 

101 I 1 Nota/Kwilansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang ber1aku 

111 I I Jik.a transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan pera1Uran bupati yang mengalur lentang pengadaan 
bra11Masa di des a 

121 I I Jika transaksl >200.000.000 

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur temang pengadaan l>rang1asa di des a 

131 I l 
Jlka > Rp 2.000.000,- dHengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1.5% ber NPV'P/3% ~k ber NPV'P 

141 I I Bukb transfer Jika nlon tunal 
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KlJTANSI PENGaUARAN BB.ANJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS °"N ACNINISTRASI 

Ada Tidak q I I Tarda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan Nilai Nominal dengan anglca 

4.1 I I T uhsan N1lai Nominal dengan huruf 

5.j I I Uraian Pembayaran 

6.j I l Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

7.l I I Kode Rekening Belanja 

aj I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangAerlampir 

9! I I Tanda tangan yang memberi uang I kepafa urusan keuangan 

BELANJA PENYEDIAAN JASA TENAGof. TEKNIS DAN ADMINISTRASI 
Ada Tld~k 

1s.1 I SK Kepala Oesa 

• 7.j I Daftar Hadir 

18.j ' Oaftar Penerimaan 

19.j I SSP PPh Psi 21 
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KUITANst PENGB.UARAN BB.ANJA PERJAl.ANAN DINAS DAL.AM DAERAHILUAR DAERAH 

Ada Tidak 
1.j J J Tanda Bukti PengelU:tran Uang (Prifted by Siske.ides) 

2.r I I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4., I I Tulisan Nilai Nominal dengan tutA 

s.j I I Uralan Pembayaran 

s.] I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

1.1 I I Koda Rekanlng Belanja 

sl I I Tanda tangan dan nama terang )Ging berhak menerima uangAerlampir 

91 I I Tanda tangan yang membari uang I kepala urusan keuangan 

BB.ANJA PERJALANo\N aNAS OAl.AM DAERAHILlJM ~ 
Ada Tldak 

6.[ Surat Perlntah Perjalanan Dinas (SPPO) 

7., Daflar Perincian Penerimaan SPPO 

s.] likal/Karcis Kendaraan Umum/Karela ~iiPesawat 
Terbang/Kapal 

9 j Nota Penginapan 

10.j I I Nota BBM untuk Kendaraan Dlnas/Pribadi 

n.] I I Laporan Has ii Perjalanan Dinas 

Untuk petjalanan dinas khusus s~di banding dilambah dengan: 

12 I I r Surat permohonan untuk melaksanakan studi banding ke instansi yang akan dituju 

13 ! I I Suratjawaban dari instansi yang akan dib.Jju 

14.l I I 
Keterangan: Pembllyaran cisesuaikan dengan 
real I kenyataannya ( Transport PP, Penginapan dll) 
~•rt.a pttrJn.in cfnaa datam darah dis es uat1tan dg 
standarisasi harga 
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KUITANSI PENGELUARAN JASA SERVIS 

Ada Tlctak 
1.1 l I Tanda Bukt1 Pengeluaran !Jang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

a] I I Tulisan Nilai Nominal de"'8n angka 

4.1 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

s.] I I Uraian Kode dan Nama Keg1atan 

1.1 I I Kode Rekening Belanja 

a I I ) Tanda tarJgarJ dan nama 11;,,ang yang berhak menenma uangllertamp,r 

9 I I I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

JASA SERVTCE 
Ada T!dak 

101 I I Nota/Kwitansi/Bukti pernbajaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

111 I I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesual dengan perab.Jran bupati yang mengatur lentang 
pengadaan brangJjaaa di ~a 

121 I I J1ka transaksl >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengallJr tentang pengadaan brang~asa di 
::lesa 

131 I I Oilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 

14! I l Jika > Rp 2.000.000,- diiengkapt SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1.5% ber NPY..P/3% tdk ber 
NPV'tP 
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KUITANSI PEHGB..UARAN HONORARIUM KEGIAT AN 

Ada Tidak 
1.1 I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.I I·· I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 
- 

4.( I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.j I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

7.j I I Kode Rekening Belanja 

a I I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang~ertampir 

91 I I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

HONORARK\N KEGATAN 
Ada Tldak 

101 I I Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah 

11 j I I Daftar rincian penerimaan upah/mingguan 

121 I I Daftar Hadir 

13! I I Bukti setor PPh Pasal 21 

14j I I Buk11 transfer Jika non tunai dan/atau tanda tenma 
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KUITANSI PENGELUARAN UPAH HARIANIBORONGANJMINGGUAN 

Ada Tidak 
1.1 I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3., I I Tuisan Nilai Nominal dengan angka 

4., I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.j I I Uraian Kode dan Nam a Kegiatan 

7.j I r Kode Rekening Belanja 

aj I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangkerlampir 

9! I I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

UPAH HARlANIBORONGAN/MINGGUAN 
Ada Tidak 

101 I I Surat Keput.Jsan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah 

111 I I Daflar rincian penerimaan upah/mingguan 

12r I I Dartar Hadir 

13! I I Bukti seor PPh Pasal 21 

14/ I I Bukti transfer jika non tunai danlatau tanda terima 



72 

KUITANSI PENGB.UARAN ATK 

Ada Tidak 
1.1 I r Tanda Bukti Pengeluaran Uang {Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3., I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.j I I T ulisan Nilai Nominal dengan hurut 

5.j I I Uraian Pembayaran 

6.i I I Uraian Kade dan Nama Kegiatan 

v.] i i Kade Rekening Belanja 

Bl I I Tanda tangan dan nama terang yang bernak menerima uang/teriampir 

91 I l Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

ALATTUUS KANTOR 
Ada Tidak 

101 I l Nata/KwitansilBukti pembayaran lain ·,rang sah dan be,meterai sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang beriaku 

111 I I Jil<a transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dakumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur 
tentang pengadaan brang/jasa di desa 

121 I I Jika transaksi >200.000.000 
dakumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
brang/jasa di desa 

13! I I Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber 
NP\llif'/3% tdk ber NP'v\f> 

141 I I Bukti transfer jika nian tunai 
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I KUITANSI PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA 

·tda Tidak 
' 

1. I i _J Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 ~ J Nomor dan tanggal 

3., ~ I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.j ~ I T ullsan Nilai Nominal dengan htruf .. 

s] ~ I Uraian Pembayaran 

6.j I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

7.1 ; I Kode Rekemng Belanja 

81 ~ I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangfterlampir 

91 ~ I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

PERANGKO, METERAI DAN BENOAPOS LAIMNA 
Ada Tidak 

101 ! I NotaJKwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

11[ ~ I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur 
tentang pengadaan brang/jasa di desa 

121 ! I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengalurtentang pengadaan 
brang/jasa di des a 

141 I I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN CETAlC DAN PENGGANDAAN 

Ada Tidak 
1.1 ~ I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 ~ I Nomor dan tanggal 

3.I II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 ~ : Tunsan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.\ I I Uraian Kode dan Nama Kegie1Bn 

1.1 l I Kode Rekening Belanja 

8l ! I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uangllerlampir 

9 ! II : Tanda t3ngan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

CETAK DAN PENGGANDAAN 
Ada Tldak 

101 ~ I Nota.'Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

111 ! I Jika lransaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen perrmntaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang/jasa di desa 

121 ~ I Ji'ka transaksi >200 000 000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengalur tenlang pengadaan brangf)asa di 
des a 

13i i i D1lebgkap1 bukll setor PPh Pasal 23dan PPN 

141 ~ I Bukti transfer jika nion b.mai 
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KUITANSI PEHGELUARAN MAKMIN RAPAT 

Ada Tldak 
1.1 I I Tanda Bukti Penge/uaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 ~ I Tutisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] II I Uraran Pembayaran 

6.[ --1- -1 Uratan Kode dan Nama t<.eg1atan 

1.1 I I Kode Rekening Belanja 

8 I I I Tanda tangan dan nama terang yang bertiak menerima uang/ter1ampir 

9 I JI ) Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

MAKNIN RAPAT 
Ada Tidak 

101 ~ I No:a/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku 

111 ~ I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dolitumen permintaan penawaran sesual dengan peraturan bupati yang menga!Ur tentang 
pengadaan brangi1asa di desa 

121 ~ I Jika transaksi >200.000.000 
cokurnen ielang sesua, dengan peraturan oupau yang mengatur tentang pengadaan 
brang~asa di desa 

131 ~ I D1lebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan paJak daerah 

141 ~ I Undangan. tanda terima undangan/ekspedis1 dan daftar hadir serta notulen 

151 ~ I ucxumeruas: 

161 ~ I Bukti transter jika nlon tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN PEGAWAI 

Ada Tidak 
1.r I r Tande Bukti Pengefuaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.j I l T ulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.j I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

7., I I Kode Rekening Belanja 

Bi I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangflertampir 

9\ I i Tanda tang an yang memberi uang I k.epala urusan keuanqan 

MAKMIN PEGAWAI 
Ada Tldak 

, a[ I ·1 Nota/Kwitansi/Buk.ti pembayaran lain yang sah dan bermetera, sesua, ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertaku 

111 i I Jika trans aks: ::.10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan perat=ran bupati yang mengatur 
tentang pengadaan brang/jasa di desa 

121 I I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengah.ir tenting pengadaan 
brang/jasa di desa 

131 I I Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh 
Pasal 22 jika beli bahan makanan/minuman 

141 I I Presensi/Daftar Hadir 

1 s[ _] I Dokumentasi - 

161 I I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUIT~ PBtGB..UARAN MAKMIN TAMU 

Ada Tldak 
1. / I I Tand:l Bukti Perrgeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.J I J Tulisan Nilai Nominal dengan angk.a 

4.J I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5.J I I Uraian Pembayaran 

6.1 I I Ura1an Kode dan Nama Keglatan 

7.J I I Kade Rekening Belanja 

a I I Tanda tangan dan nama teranp )'111119 berhak menenrna uangr- r1amprr 

9 I I I Tande tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

MAKMlNTAMU 
Ada rmk 

101 I I Nota/Kwilansl/Bukti pembayaran laln yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku 

111 I I Jik.a transaksi >10.000.000 a.d 200.000.000 
dokumen permlntaan penawaran sesuai dengan peraluran bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang~asa di desa 

121 I I Jika transaksl >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengab.Jrtentang pengadaan brang/jasa di 
des a 

13J I I Dllebgkapi bukti selor PPh Pasal 23 dan pajak daerah Jika beli dlwarung. PPN dan PPh Pasal 22 
jika beli bahan makananlminuman 

141 I _J Daftar Had Ir Tamu/Buku Tamu/Undangan 

is] I I Dokumentasi 

161 I J Bukti transfer jika nion tunai 
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I 

! KUIT ANSI PENGELUARAN TRANSPORT DAN AKOMODASI 
} 

Ada Tidak 

ti I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Slskeudes) 

z.] I I Nomor dan tanggal 

a.] I I Tulisan l'ilai Nominal dengan angka 

4.j I I Tulisan t-Jilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.1 I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

7.j I I Kode Rekening Belanja 

a I I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangAerlampir 

9 I I I Tanda tangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan 

Ba.ANJA TRANSPORT ASI & All)MO~SI 
Ada Tldak 

e.1 I I Surat Perintah/Surat Penugasan lain yang sah 

1.1 I I Daftar perincian penerimaan transport dan akomodasi 

s I I I Jaftar Haen 

a. I I I Nola Pkomodasi 

Untuk keg1atan pembinaan~e4atihan/sosialisasi seisin kegiatan 
tersebut disesuaikan dengan kelengkapan perjalanan dinas 
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KUITANSf PENGELUARAN SEW.A 

Ada Tidak 
1. / I t Tanda Buldi Perrgetuaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal I 

:;.1 I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I Uraian Pembayaran 

e.] I uraran Kode oan Nama Kegiatan 

1.1 I I Kode Rekening Belanja 

a1 I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang.1er1ampir ~, I I Tanda tangan yang membeli uang I kepala urusan keuangan 

SE.WA 
Ada rldak 

10! I Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai k.etenb.Jan peraturan 
oerundang-undangan yang ber1aku 

11 j I I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dolwmen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur ~ntang 
pengadaan brang~asa di desa 

121 I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelar.g sesual der.gan peraturan bupali yang mengatur tentang pengadaan 
brang~asa di desa 

131 I I Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan PPN 

141 I Sewa tanah dab vangunan dilengkapi bu~ setor PPH pas al 4 ayat (2) sebesar 10% bersifat 
final 

151--·-i--- I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGB.UARAN DOKUMENTASI 

Ada Tldak 
1.1 I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan Nilai Nominal denga.n angka 

A.I I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

0.1 I I uraran Kode dan Nama Kegiatm 

7., I I Kode Rekening Belanja 

SI I I Tanda tangan dan nama 1erang yang berhak menerima uangAerlampir 

91 I I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

DOKUMBITA.51 
Ada lldak 

101 I I NotaJKwitansVBuk1l pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku 

111 I I J1ka transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupeli yang mengatur tentang 
pengadaan brangiJasa d1 desa 

121 I I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupan yang mengaturlentang pengadaan brang~asa 
d1desa 

131 I I Oilebgkapi buk1i se1or PPh Pasal 23 

141 I I Jika > Rp 2.000.000.- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasat 22 1,5% ber NPVW/3% 1dk ber 
NPVVP 

151 I I buk.1i dokumentasi 
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KUITANSI PEIGELUARAI KOMUIIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 

Ada Tidak 
1.1 I _J Tande Bukti Pengeluaran Uang (Prirted by Sisk:eudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3., I I Tulisan Nilai Nominal dergan angka 

41 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.I I I Uraran Kode dan Nama Ke91alan 

7.1 I I Kode Rekeniog Belanja 

a I I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uanglierfampir 

91 I I Tanda tangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan 

BBJWJA JA8A KOMUNIKASI, SUMBER ~YAAIR DAN USTRIK 
Ada Tidak 

a] I I Rekening Telepon 

7.j I I Rekening P.r 

Bl I I Rekenmg L1stnk 

9 ! I I ~ekenmg K.awat/Fax/lntemet 

101 I I BukL lransfer J1ka Non Tunai 
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KUil.ANSi PENGELUARAN USTRIK EL.EKTRONIK 

Ada Ttdak 
1. / I ·1 Tanda Bul<ti Pengeluararr Uang (Printed by Siskeudes) I 

2.1 ~ I Nomor dan tanggal 

a] I ! Tuisan Nilai Nomnal dengan angka 

4! ~ i Tlmsan Nilai Nominal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.1 ~ I Lraian Kode dan Nam a Kegiatan 

7.1 I I Kode Rekening Belanja 

a I I I Tanda tangan dan nama lerang yang betflalc menerima uangltBrtampir 

9! I I Tanda tangan yang memben uang I kepala urusan keuangan 

Al.AT aEKTRONIK 
Ada Tldak 

101 I I Nota/Kwitans11Bukti pembayaran lain yang sah dan bem,eterai sesuai kelentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku 

, 1 j I I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraluran bupali yang mengalur tentang 
pengadaan brang1asa di desa 

,21 I I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupali yang mengatur tentang pengadaan brangljasa di 
des a 

13! I I Jika > Rp 2.000.000,- dllengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1.5% ber NP\ll,f>/3% tdk ber 
NP\l\f' 

·,41 ~ I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN DB<ORASI 

Ada Tidak 
1.1 I I Tanda Bukti Pengelueran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.L I I Nomor dan tanggaf 

a] I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.jj I Tuhsan Nila, Nommal dengan huruf 

s.] I I Uraian Pembayaran 

6.I I I Uraian Kode dan Nam a Kegiatan 

71 I I Kode Rekening Betanja 

aj I I Tanda tangan dan nama lerang yang berhak menerima uangfterlamplr 

s I I I Tanda tangan yang memben uang I kepata urusan keuangan 

DEKORASI 
Ada Tidak 

10\ I I Nota/Kwitansi/8ukti pembayaran lain yang san dan bermeterai sesuat ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ber1aku 

111 i l Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permlntaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang~asa di desa 

121 I I Jika transaks1 >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
brang/jasa di desa 

131 I I Dilebgkapi buktl setor PPh Pasal 23 

141 I I Jika > Rp 2.000.000.- dilengkapi SSP PP\J 10~·o dan PPh Pasal 22 1 S"o ber NPVVP/3"-'o 
tdk ber NPVY? 

1 s I I I foto hasil pekerjaan 
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! KUITANSI PENGELUARAN BELAHJA KORANIMAJALAH i 
Ada Tldak 

1.1 I I Tanda Bul<ti Pengefuaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 ~ I Nomor dan tanggal 

3.I i I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4., ! I Tulisan Nilai Nominal dengan ht.mJf 

s.] ! I Uraian Pembayaran 

6.j ~ I Uraian Kode dan Nam a Ke91alan 

1.1 I I Kode Rekening Belanja 

8 [ I I Tanda tangan dan nama lerang yang berhak menerima uanglterlampir 

9 I II I Tanda tangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan 

BB.ANJA K<>RANMAJALAH 
Ada Tldak 

101 ~ I Nota/l<witansi/Bulcti pernbajaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

111 I I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permmtaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati )eng mengatur tentang 
pengauaan bran91asa dt desa 

121 ! I Jika transaksi >200.000.000 
dckumen lelang sesuai dengan peraturan bupall yang mengatur tentang pengadaan 
brang{jasa di desa 

13! I I Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1.5% ber NP'NP/3% 1dk 
ber NPWP 

141 ~ I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGaUARAN PENGGANTIAN SUKU CAOANG 

Ada Tidal! 
!. / I I Tanda Bukti Pengsluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 i I Nomor dan tanggal 

a] I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.1 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5.1 i I Uraian Pembayaran 

6.1 ~ I Jra,an Kode dan Nama Kegratan 

1.1 I I Kode Rekening Belania 

.---· 
8 l I I Tanda tangan can nama ierang yang t>ertiak menenma uanpllertamp,r 

91 ~ I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

SUKUCADANG 
Ada Tldak 

101 I I Nota/Kwitansi/Buktl pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesua, ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku 

111 I I Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang,t,tsa di desa 

121 ! I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan perabJran bupati yang mengatur tentang pengadaan brang~asa di 
cesa 

131 i I Jika > Rp 2.000.000.- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPtt Pasal 22 1.5% ber Nf>'M>/3% tdk ber 
NPM> 

141 I I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGB.UARAH BB.ANJA BAHAN BAKAR r.lNYAKIGAS DAN Pa.LIMAS 

Ada Tldak 
1.1 I j Tanda Bukti Perveluaran Uiilr)j1 (Printed by Siskeudes) 

2.1 I Nomor dan tanggal 

3.I I I Tulisan t,jJ.ai Nominal ~n angka 

41 I I Tutisan Nilai Nominal dengan htJruf 

s.] I ' Uraian Pembayaran 

6.1 i i Uraaan Kode dan Nama Keg1alan 

1.1 I I Kode Rekenlng Belanja 

Bl I I Tanda tanoan dan nams terang ~ng berhak menerima uar.gAertampir 

91 I I Tanda tangan yang memberi uang I k.epala urusan keuangan 

BB.ANJA BAHAN BAKAR MIN\' AK/GAS CAN PB.I.MA.S 

Ada Tldak 
s! I I lllolBll<witansi/Bukti pemba:13ran lain yang sah dan bermeterai sesuai keentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku 

111 I I Jika transak.si >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesua1 dengan peratwan bupall yang mengall.lr tentang pengadaan 
brang1asa di desa 

121 I I Jika transalcsi >200.000.000 

> Rp.50.000.000,- dilampirl negosiasi lertulis sesuaikan dengan Pertiup Pengadaan barang dan jasa 

131 I I Alas pembefian pelumas diatas 2 juta dikenakan ppn dan PPh pas al 22 
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KtlTANSI PEIIBAYARAN JASA KIR 
Ada Tidak 

1.1 I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

a] I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.j I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s., I I Uraian Pembayaran 

6., I I Uraran Kode dan Nama Kegiatan 

7.j I I Kode Relcening Belanja 

B! I I Tanda tangan dan nama terang yang bemak menerima uangiterlampir 

9 j I I Tanda langan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

BS.AK.IA JASA l<lR 

~ Tldak 6., I I NotaJBukti Pemba)8ran 

1.1 I I Bukti KlR 

al I I Daftar kendaraan )llng dikir 
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F ADIA ARAFIQ 
ITD 

BUPATIPEKALONGAN, 

KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN 

Ada Tidak 
1.c=:J1 I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Pnnted by Siskeudes) 

2.c=:J1 I Nomor dan tanggal 

3.c=:Jj I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.c=:JI I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.c=:Jj I Ura,an Pembayaran 

6.c=:Jj I Ura,an Kode dan Nama Kegiatan 

7.c=:Jj I Kode Rekening Belarua 

a c=:JI I Tanda langan dan nama terang yang berhak menenma uanglterlampir 

91 II I Tanda tangan yang memben uang I kepala urusan keuangan 

SUKUCADANG 
Ada Tidak 

101 II I Nota/Kwitans1/Bukt1 pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraluran perundang 
undangan yang ber1aku 

111 II I Jrka transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permmtaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur ten tang pengadaan 
brang(jasa di desa 

12c=:J1 I Jrka transakst >200 000.000 
dokumen lelang sesuat dengan peraturan bupab yang mengaturtentang pengadaan brangljasa d1 
des a 

131 11 I Jika > Rp 2.000.000.- d1lengkap1 SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPINP/3% tdk ber 
NP\1\/P 

14 I 11 I Bukti transfer jika ruon tuna, 


